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ABSTRAK 

Aisah, Peningkatan Pelayanan Publik Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Rumah 

Sakit Madising Bungi) (dibimbing oleh: Iskandar dan Sulvinajayanti) 
 

 Upaya melakukan pelayanan publik yang maksimal dengan melakukan 

peralihan kepada penggunaan sistem online dilakukan oleh pihak-pihak instansi di 

Kabupaten Pinrang. Upaya peralihan ini tentunya mesti dibarengi dengan memberi 

edukasi atau pemahaman serta sosialisasi secara massif kepada seluruh elemen 

masyarakat yang akan mengakses layanan publik di tengah tatanan kehidupan baru 

atau new normal tidak terganggu. Berdasarkan pada hal tersebut, penelitian ini 

bertejuan untuk mengetahui bentuk peningkatan pelayanan yang diberikan oleh 

Rumah Sakit Madising Bungi di masa Covid-19. 

            Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif 

kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis data 

kualitatif.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Bentuk pelayanan kesehatan 

yang diberikan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang dimiliki oleh pihak 

rumah sakit kepada masyarakat khususnya pada bagian kesehatan. Berbagai macam 

bentuk pelayanan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan 

kesehatan. Bentuk pelayanan seperti rawat inap, rawat jalan, lab biologi, kamar 

bersalin,UGD, pelayanan gizi, ruang informasi, apotik dan lainnya, (2) Penerapan 

pelayan publik yang berbasis digital harus diaplikasikan untuk kenyamanan 

masyarakat di era Covid-19 ini. Penerapan pelayanan publik yang berbasis digital 

seharusnya diaplikasikan sedini mungkin. Pemanfaatan teknologi digital dengan 

didukung invrastruktur dan sumber daya manusia yang handal dirasa dapat 

menjembatani akses pelayanan publik ditengah pandemi. 

 

Kata Kunci : Pelayan Publik, Peningkatan Pelayanan dan Masa Pandemi Covid-19 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pelayanan Publik kini telah menjadi isu sentral dalam pembangunan di 

Indonesia. Perkembangan pelayanan publik memang selalu aktual untuk 

diperbincangkan. Pada dasarnya memang manusia membutuhkan pelayanan, konsep 

pelayanan ini akan selalu berada pada kehidupan setiap manusia. Posisi masyarakat 

yang berubah menjadi warga negara membuat para penyedia pelayanan publik tidak 

hanya memposisikan masyarakat sebagai konsumen, melainkan lebih jauh 

masyarakat juga dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan. Peran serta 

masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan ini` memungkinkan bagi penyedia 

layanan publik untuk lebih responsif.  

Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara tersebut 

adalah dengan memenuhi kebutuhan setiap warga negara dalam hal kebutuhan dasar 

dan hak sipil melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya 

penyelenggaraan pelayanan publik yang prima. Upaya pemerintah dalam percepatan 

penanganan Covid-19 yang mengacupada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 

Tentang Karantina Kesehatan, merupakan langkah yang baik dalam rangka 

pencegahan penularan penyakit, namun disisi lain pemerintah harus juga 

mempertimbangkan situasi sosial dan ekonomi masyarakat. 

Bagir manan menyebutkan bahwa dimensi sosial ekonomi dari negara 

berdasar atas hukum adalah berupa kewajiban negara atau pemerintah untuk 

mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial (kesejahteraan umum) dalam 
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suasana sebesar-besarnya kemakmuran menurut asas keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat.
1
 Artinya tugas pemerintah tidaklah semata-mata hanya dibidang pemerintahan 

saja, melainkan harus juga melaksanakan kesejahteraan sosial menurut asas keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat dalam rangka mencapai tujuan negara. 

Hal utama yang menjadi indikator bahwa penyedia layanan publik telah 

responsif terhadap masyarakat adalah munculnya inovasi pelayanan. Konsep inovasi, 

belum berkembang secara maksimal pada sektor publik. Hal ini, dikarenakan 

kebanyakan organisasi sektor publik kurang tertantang, karena berada dalam iklim 

yang nonkompetitif, dan bahkan tidak merasa bermasalah dalam hal kelangsungan 

hidupnya. Maka, wajar jika konsep inovasi kurang berkembang dalam sektor publik. 

Namun demikian, perubahan yang terjadi dalam proses administrasi publik menuntut 

banyak hal lain turut berubah.
2
 

Pemerintah dibentuk bukanlah untuk melayani dirinya sendiri tetapi untuk 

melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota 

masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai 

kemajuan bersama.
3
 Pelayanan yang berkualitas dan bermutu tinggi menjadi 

perhatian utama dari organisasi publik. Keterbukaan informasi, jika dikaitkan dengan 

aktivitas pelayanan, ikut mendorong masyarakat kian sadar tentang hak dan 

kewajibannya. Oleh karena itu, harapan untuk bisa mendapatkan pelayanan yang 

terbaik tersebut kini juga mulai digantungkan kepada organisasi pemerintahan.
4
 

                                                           

1
 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.18-

19 
2
 Mirnasari, Rina Mei. 2013.”Inovasi Pelayanan Publik di UPTD Purabaya-Bungurasi kota 

Surabaya",Jurnal FISIP Univeritas Airlangga.Vol 1 
3
 Moenir, H.A.S, 2016. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia (Jakarta: Bumi Aksara, 

2016). 
4
 Agus Prianto, Menakar Kualitas pelayanan Publik, Lecturer Repository,  2017. 
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Terselenggaranya pelayanan publik yang baik, tergantung dari kondisi birokrasi di 

suatu negara. Kondisi birokrasi memberikan iklim tersendiri bagi terselenggaranya 

pelayanan publik yang optimal. Pelayanan publik yang optimal belum dapat 

direalisasikan di Indonesia. Kondisi pelayanan publik di Indonesia masih sangat 

rendah. Dalam sektor publik, inovasi sangat diperlukan dalam pengembangan suatu 

pelayanan publik. Inovasi hadir sebagai sebuah produk yang baru dan sifatnya 

menggantikan cara yang lama. Ini artinya bahwa setiap pelayanan publik, secara isi 

pada prinsipnya harus memuat sebuah inovasi baru. 

Pelayanan publik itu sendiri merupakan pelayanan dasar dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dikatakan baik jika 

pelayanan publik yang dilakukan berorientasi pada kepentingan masyarakat. 

Pelayanan yang baik dan berkualitas memberikan implikasi kepuasan kepada 

masyarakat, karena masyarakat secara langsung menilai terhadap kinerja pelayanan 

yang diberikan. Indikator kepuasan masyarakat itulah yang menjadi tolak ukur 

keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah.
5
 

Pelayanan publik dapat dikategorikan efektif apabila masyarakat mendapatkan 

kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, cepat, tepat dan memuaskan. 

Keberhasilan meningkatkan efektifitas pelayanan publik ditentukan oleh faktor 

standar pelayanan yang dimiliki oleh penyelenggara pelayanan publik, dimana 

standar pelayanan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 7 UU No 25/2009 

tentang pelayanan publik merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai 

kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang 

                                                           
5
 Hayat, Manajemen pelayanan publik (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2017). 
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berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
6
 Jadi, pelayanan terhadap 

masyarakat seharusnya cepat, mudah, terjangkau dan Terukur dengan ditunjang oleh 

tata cara pelayanan yang baik dan sumber daya aparatur yang kompeten dan 

berkualitas. 

Upaya untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang memposisikan diri 

sebagai fasilitator bukanlah pekerjaan yang mudah terutama dimasa pandemik Covid 

19, namun upaya untuk mewujudkan cita-cita tersebut tetap harus diupayakan demi 

memberikan pelayanan yang baik kepada publik sebagaimana diamanatkan dalam 

Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa pelayanan 

publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan 

penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. Pandemi Covid-19 saat ini berdampak ke berbagai 

sektor, mulai dari  ekonomi, pariwisata, transportasi, hingga pelayanan public. 

Meskipun ditengah merebaknya virus Corona, pelayanan publik harus tetap berjalan. 

Kini pemerintah telah bersiap menjalani kenormalan baru atau new normal dengan 

menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 seperti menyediakan tempat 

cuci tangan, hand sanitizer dan penggunaan masker, social distancing, 

physicaldistancing.Selama pandemi Covid 19 pelayanan publik berbeda dari biasanya 

dimana segala kegiatan pelayanan dilakukan lebih banyak dengan online.  

                                                           
6
 Felix Avian Reandrianta , Jurnal Efektivitas Pelayanan Publik Bidang Kependudukan Dan 

Catatan Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Setelah Berlakunya Undang�Undang Nomor 

25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (22 Januari 2015) , h.2. 

http://e�journal.uajy.ac.id/9030/1/JURNAL.pdf  
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System pelayanan online diberbagai instansi di Kabupaten Pinrang berusaha 

untuk ditingkatkan demi kepuasan masyarakat. Dalam pelaksanaannya terdapat 

beberapa instansi memiliki kendala dalam menggunakan pelayanan online tersebut 

seperti belum tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung dan SDM yang 

belum mumpuni untuk mengakses pelayanan secara online. Kebijakan new normal 

pada pelayanan di Pinrang sendiri menyebabkan terbatasnya beberapa akses 

pelayanan publik dikarenakan dijalankannya protokol kesehatan. 

Upaya melakukan pelayanan publik yang maksimal dengan melakukan 

peralihan kepada penggunaan sistem online dilakukan oleh pihak-pihak instansi di 

Kabupaten Pinrang. Upaya peralihan ini tentunya mesti dibarengi dengan memberi 

edukasi atau pemahaman serta sosialisasi secara massif kepada seluruh elemen 

masyarakat yang akan mengakses layanan publik di tengah tatanan kehidupan baru 

atau new normal tidak terganggu. Berdasarkan pada hal tersebut, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bentuk peningkatan pelayanan yang diberikan oleh 

Rumah Sakit Madising Bungi di masa Covid-19. 

B. Rumusan Masalah 

Apabila dianalisis maka untuk mengetahui peningkatan pelayanan publik di 

masa pandemi covid-19 pada rumah sakit madising Bungi  terdiri dari beberapa sub-

sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk layanan yang dilakukan rumah sakit madising Bungi ? 

2. Bagaimana peran rumah sakit madising Bungi dalam meningkatkan layanan 

publik di masa pandemic covid-19 ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bentuk layanan yang dilakukan rumah sakit madising 

Bungi.  

2. Untuk mengetahui peran rumah sakit madising Bungi dalam meningkatkan 

layanan publik di masa pandemic covid-19. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis, bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pengembangan pemikiran dalam bidang peranan, strategi dalam 

peningkatan pelayanan di masa pandemic covid-19. 

2. Kegunaan Praktis, bagi perusahaan dan masyarakat, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan informasi kepada masyarakat dan dinas terkait 

khususnya yang berperan dalam kegiatan pelayanan informasi publik kepada 

masyarakat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis, bukanlah penelitian yang pertama 

sebelumnya banyak terdapat penelitian pelayanan public di masa pandemic covid-19. 

Adapun penelitian terdahulu yang terkait adalah: 

Soraya Fadhal dengan judul Komunikasi Publik di Tengah Krisis: Tinjauan 

Komunikasi Pemerintah dalam Tanggap Darurat Pandemi Covid-19. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pandemic covid-19 bukan perkara mudah bagi seluruh negara 

dan dibutuhkan kerjasama semua pihak dalam penanganan bencana ini. Peran 

pemerintah tetap menjadi yang utama, khususnya dalam rangka mengkomunikasikan 

berbagai isu, kebijakan serta mekanisme mitigasi penangan pandemi. Komunikasi 

sebagai pilar kehidupan digunakan untuk menjaga agar masyarakat tidak panik. 

Pemerintah berperan dalam gerakan arus utama informasi agar masyarakat mematuhi 

protokol Covid-19 serta menghadirkan ketenangan di tengah masyarakat. Sejatinya 

komunikasi public dapat menjadi pengawal, penenang dan saluran penyelesaian 

informasi public dalam penanganan pandemik covid-19 ini.
7
 Persamaan antara 

penelitian ini dan yang akan dilakukan oleh penulis adalah keduanya membahas 

mengenai pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah pada masa pandemic 

covid-19. Sedangkan perbedaaan penelitian dengan yang akan dilakukan oleh peneliti 

saat ini adalah pada lokasi penelitian yaitu pada dinas kesehatan Kabupaten Pinrang. 

                                                           
7
 Soraya Fadhal, “Komunikasi Publik di Tengah Krisis: Tinjauan Komunikasi Pemerintah 

dalam Tanggap Darurat Pandemi Covid-19” (Jurnal: Media, 2020), h.19. 
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Charis Christiani yang berjudul “Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan 

Administrasi Kependudukan (Studi Kasus di Kelurahan Tampelan Kecamatan Blora 

Kabupaten Blora”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak diumumkan kasus 

positive virus covid-19 di Indonesia pada Maret 2020 lalu pemerintah meningkatkan 

langkah-langkah dalam menangani pandemic global dari covid-19. Walaupun terasa 

sulit untuk diterapkan diselurih wilayah Indonesia, namun pelayanan public yang 

berbasis digital harus segera diaplikasikan untuk kenyamanan masyarakat di era 

Covid-19 ini. Penerapan pelayanan public yang berbasis digital seharusnya 

diaplikasikan sedini mungkin. Pemanfaatan teknologi digital dengan didukung 

infrastruktut dan sumber  daya manusia yang handal dirasa dapat menjembatani akses 

pelayanan publik ditengah pandemik.
8
 Persamaan antara penelitian ini dan yang akan 

dilakukan oleh penulis adalah keduanya membahas mengenai pelayanan publik 

dimasa pandemic covid-19. Sedangkan perbedaaan penelitian dengan yang akan 

dilakukan oleh peneliti saat ini adalah pada fokus pembahasannya dan lokasi 

penelitian. Lokasi penelitian yang peneliti yaitu pada dinas kesehatan Kabupaten 

Pinrang. 

B. Tinjauan Teoritis 

1. Kualitas Pelayanan Publik 

Kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah harus 

memperhatikan kepuasan dari penerima pelayanan. Dalam hal ini terdapat beberapa 

pendapat tentang kualitas pelayanan, yaitu: 

                                                           
8
 Charis Christiani, Startegi Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan 

(Studi Kasus di Kelurahan Tempelan Kecamatan Blora Kabupaten Blora) (Jurnal: Majalah Ilmiah 

FISIP UNTAG Semarang, Vol. 1 No. 21 Oktober 2020), h. 123. 
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a. Josep M. Juran: kualitas sebgai kecocokan pemakaian (fitnes for us). Definisi 

ini menekankan pada pemenuhan harapan konsumen. 

b. Philip B. Crosby : kualitas pelayanan sebagai kesesuaian inividu terhadap 

persyaratan atau tuntutan. 

c. W. Edward Dening : kualitas sebagai upaya yang menjadi kebutuhan dan 

keinginan konsumen 

d. Taguchi : kualitas sebagai keinginan yang ditimbulkan oleh suatu produk bagi 

masyarakat setelah produk itu diterima, selain kerugian-kerugian yang 

disebabkan fungsi instrinsik produk.
9
 

Berdasarkan pada pengertian-pengertian kualitas pelayanan public diatas, 

maka dapat disimpulkanbahwa kualitas pelayan merupakan upaya pemerintah untuk 

menciptakan kepuasan bagi pengguna pelayanan, jika pengguna pelyanan merasa 

puas dengan pelayanan yang telah diterima dapat disimpulkan bahwa pemerintah 

telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan tugas pemerintah. 

a. Unsur kualitas pelayanan publik 

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan 

masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut dituntut kualitas pelayanan yang tercermin 

dari:
10

 

7) Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses 

oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta 

mudah dimengerti. 

                                                           
9
 Lijan Poltak, Sigit Rochadi,dkk. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan 

Implementasi (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018), h. 3. 
10

 Lijan Poltak, Sigit Rochadi,dkk. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan 

Implementasi, h. 6. 
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8) Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan. 

9) Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan 

pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip 

efisiensi dan efektivitas. 

10) Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, 

kebutuhan, dan harapan masyarakat. 

11) Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat 

dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan 

lain-lain. 

12) Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan 

aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik. 

2. Indikator Kualitas Pelayanan Publik 

Pelayanan publik merupakan tuntutan masyarakat agar kebutuhan mereka 

baik secara individu maupun sebagai kelompok terpnuhi. Karena itu dituntut dari 

pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Menurut 

Tangkilisan, indikator kualitas pelayanan yaitu:
11

 

1) kenampakan fisik (tangible) mencakup fasilitas operasional yang diberikan 

apakah telah sesuai dengan kebutuhan alam pelaksanaan tugas. 

2) Reliabilitas (reliability) mencakup sejauh mana informasi yang diberikan 

kepada klien tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

                                                           
11

 Daimul Abror,  Buku Ajar Mata Kuliah Pelayanan Publik (Pasuruan : Universitas Yudharta 

Pasuruan, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, 2013), h. 7-8. 
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3) Responsivitas (Responsiveness) yakni daya tanggap provider atau penyedia 

layanan dalam menanggapi komplain klien. 

4) Kompetensi (Competence) meliputi bagaimana kemampuan petugas dalam 

melayani klien, apakah ada pelatihan untuk meningkatkan kemampuan 

pegawai sesuai perkembangan tugas. 

5) Kesopanan (cortesy) yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan 

kepada klien. 

6) Kredibilitas (Crediblity) meliputi reputasi kantor, biaya yang dibayarkan dan 

keberadaan petugas selam jam kerja. 

7) Keamanan (Security) apakah ada jaminan keamanan terhadap klien dalam 

mekanisme tersebut.  

8) Akses (Access) meliputi kemudahan informasi, murah dan mudah 

menghubungi petugas, kemudahan mencapai lokasi kantor, kemudahan dalam 

prosedur. 

9) Komunikasi (Communication) meliputi bagaimana petugas menjelaskan 

prosedur, apakah klien segera mendapatkan respons jika terjadi kesalahan, 

apakah komplain dijawab dengan segera, apakah ada feedback. 

10) Pengertian (Understanding the customer) melipti pertanggungjawaban 

terhadap publik, mekanisme pertanggungjawaban kepada publik, apa saja 

yang dipertanggungjawabkan kepada publik, bagaimana keterlibatan 

kelompok kepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan.
12

 

 

                                                           
12

 Daimul Abror,  Buku Ajar Mata Kuliah Pelayanan Publik (Pasuruan : Universitas Yudharta 

Pasuruan, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, 2013), h. 7-8. 



25 

 

C. Tinjauan Konseptual (Penjelasan Judul) 

Untuk menghindari kesalahan interprestasi dalam pembahasan ini, maka 

penulis memberikan pengertian judul, yaitu: 

1. Peranan 

Peran adalah merupakan aspek dinamis kedudukan. ketika seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang 

tersebut telah menjalankan suatu peranan. Peranan yang dimaksudkan pada penelitian 

ini adalah peranan dari Rumah Sakit Madising Bungi dalam peningkatan layanan 

publik di masa pandemi covid-19.   

Komunikator adalah orang/pihak yang bertindak sebagai pengirim/penyampai 

pesan dalam proses komunikasi. Dengan kata lain, komunikator merupakan seseorang 

atau sekelompok orang yang berinisiatif untuk menjadi sumber pesan dalam sebuah 

proses komunikasi. Seorang komunikator tidak hanya berperan dalam menyampaikan 

pesan kepada penerima, namun juga memberikan respons dan tanggapan, serta 

menjawab pertanyaan dan masukan yang disampaikan oleh penerima, dan publik 

yang terkena dampak dari proses komunikasi yang berlangsung, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

Komunikator adalah manusia berakal budi yang berinisiatif menyampaikan 

pesan untuk mewujudkan motif komunikasinya. Komunikator memegang peranan 

yang sangat penting terutama dalam mengendalikan jalannya komunikasi. 

Menurutnya, seorang komunikator juga harus memiliki kepercayaan (credibility), dan 

daya tarik (attractive). Apabila dilihat dari jumlahnya, komunikator terdiri dari: (1) 

satuvorang; (2) banyak orang dalam pengertian lebih dari satu orang; dan (3) massa. 
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Dalam konteks pelayanan publik, yang bertindak sebagai komunikator adalah 

seluruh aparatur dalam organisasi pelayanan publik. Pelayanan publik adalah 

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 

sesuai dengan peraturan perundang�undangan bagi setiap warga negara dan 

penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik.
13

 

Sebagai komunikator publik, tentu saja aparatur harus memposisikan dirinya 

sejajar dengan komunikan (warga negara/publik) yang dilayani. Seiring dengan 

perubahan paradigma ilmu administrasi publik, menurut Denhardt & Denhardt (2003) 

posisi masyarakat tidak lagi dijadikan sebagai klien atau customer (pelanggan), tapi 

berubah menjadi citizens (warga negara) yang telah memberikan mandat kepada 

pemerintah untuk menjadi pelayan mereka (warga negara) karena 

pemerintah/pemerintah daerah merupakan perwujudan dari pilihan rakyat, melalui 

mekanisme pemilihan langsunguntuk memilih kepala negara/kepala daerah) dengan 

kedudukan yang sejajar. Artinya posisi antara yang melayani dengan yang dilayani 

adalah sama dan sejajar. Tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah dalam 

proses pelayanan publik.  

Pelayanan publik sebagai bagian dari kehidupan komunikasi menemukan 

urgensinya untuk membangun etika di dalamnya. Pelayanan publik dan ruang publik 

tidak hanya sekedar tempat fisik yang dipahami awam, tapi juga sebuah entitas yang 

luas dimensinya. Ia bisa berupa kebudayaan, cara hidup, cara interaksi dan juga 

lanskap politik lainnya.  
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 Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009. 
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a. Pengertian Komunikator Pelayanan Publik 

Secara umum pengertian komunikator adalah pihak yang bertindak sebagai 

pengirim pesan dalam sebuah proses komunikasi. Menurut Rudy yang dimaksud 

dengan komunikator adalah seseorang atau sekelompok orang yang merupakan 

tempat asal pesan, sumber berita, informasi, atau pengertian yang disampaikan 

(dikomunikasikan) atau bisa kita sebut sebagai orang atau pihak yang 

mengirim/menyampaikan berita. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan 

upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara 

atas barang jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik. Hal ini demi kesejahteraan publik dan mencerdaskan kehidupan 

berbangsa sehingga terciptanya kepuasan publik.
14

 

Pada dasarnya komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang 

(komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya lambang-lambang verbal) untuk 

mengubah perilaku orang lain (komunikan).
15

 Sekalipun fungsinya sama yaitu 

sebagai pengirim pesan, sebetulnya masing-masing istilah itu memiliki ciri khas 

tersendiri, terutama tentang sumber. Seorang sumber bisa jadi 

komunikator/pembicara. Sebaliknya, seorang komunikator/sumber tidak selalu 

sebagai sumber. Bisa jadi ia menjadi pelaksana (eksekutor) dari seorang sumber 

untuk menyampaikan pesan kepada khalayak ramai atau individu. “Seorang 

pembicara yang baik (a good speaker) muncul dari seorang penyimak yang baik (a 

good listener).”  

                                                           
14

 Novianty Djafri, Manajemen Pelayanan (Berbasis Revolusi Mental) (Gorontalo: Ideas 

Publishing, 2018), h. 4. 
15

 Hovland, Carl I, Komunikasi Politik (Konsep, Teori, dan Strategi) (Jakarta: Rajawali Pers. , 

2013), h. 68. 
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Jika komunikasi kita ingin berhasil, maka kita tidak hanya menyampaikan 

komunikasi dengan jelas, namun kita juga harus menyimak komunikasi orang lain, 

sehingga komunikasi itu menjadi jelas. Pada akhirnya, pengertian dan kesepahaman 

akan didapat. Komunikasi pada dasarnya adalah suatu tindakan untuk 

mengekspresikan ide, informasi, pengetahuan, pikiran dan perasaan, serta 

pemahaman apa yang diungkapkan oleh orang lain yang melibatkan pihak pengirim 

dan penerima pesan baik verbal maupun nonverbal yang bisa terjadi dalam satu-satu 

atau kelompok.
16

 

Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia 

tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat 

sertmenciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyaraakat 

mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. 

Karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan 

layanan yang baik dan profesional.  

Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi publik tadi adalah 

merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi 

masyarakat di samping sebagai abdi negara. Pelayanan publik (public services) oleh 

birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari 

suatu negara kesejahteraan (welfare state). Pelayanan umum oleh Lembaga 

Administrasi Negara (2004) diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan 

umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan di 

lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa 

baik dalam rangka upaya kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan 
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 Hardiansyah, Komunikasi Pelayanan Publik (Konsep dan Aplikasi) (Yogyakarta: Gava 

Media, 2015), h. 13. 
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ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pelayanan publik dapat 

diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat 

sebagai warga negara yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai 

dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sementara itu, kondisi 

masyarakat saat ini telah terjadi suatu perkembangan yang sangat dinamis, tingkat 

kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi dari empowering yang 

dialami oleh masyarakat.
17

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa yang 

dimaksud dengan komunikator pelayanan publik adalah “seseorang atau sekelompok 

orang dari birokrasi publik yang mengirim/menyampaikan berita/pesan dan 

memberikan pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat sebagai warga 

negara yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok 

dan tata cara yang telah ditetapkan dengan prinsip kesetaraan.” 

b. Aparatur Sebagai Komunikator 

Selama ini, aparatur lebih berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah 

atau pemerintah daerah. Karena berperan seperti itu, maka terkesan dalam 

pelaksanaan pelayanan kepada publik/masyarakat seperti melakukan perintah kepada 

masyarakat. Bahkan seringkali warga negara diposisikan sebagai orang yang perlu 

disantuni dan dianggap sebagai orang yang tidak tahu apa-apa. Kadangkala sering 

juga dijadikan objek pemerasan, baik oleh oknum aparat maupun dari pihak calo yang 

seringkali berkeliaran di kantor-kantor pelayanan publik.
18

Masyarakat Peduli 

Pelayanan Publik menilai, selama ini posisi dan partisipasi masyarakat dalam 
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 Thoha, Miftah, Birokrasi dan Politik di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016),  

h. 41. 
18

 Jurnal Reformasi, Volume 3, Nomor 2, Juli – Desember 2013, h. 62. 
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pelayanan publik masih lemah. Sebab, masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam 

menentukan standar pelayanan umum dan tidak pernah ada kejelasan prosedur 

pengajuan komplain. Selain itu, informasi terhadap akses pelayanan publik pun masih 

minim. 

Dalam komunikasi pelayanan publik, sudah seharusnya aparatur bertindak dan 

berperan sebagai komunikator publik yang empatik. Dengan demikian diharapkan 

kesan sebagai “pemerintah” pada saat berhadapan dengan publik, tidak nampak. 

Karena aparatur berfungsi sebagai komunikator yang empatik, maka aparatur 

merupakan sumber, pengirim, atau pihak yang mengambil prakarsa untuk 

berkomunikasi dengan publik/masyarakat. Aparaturlah yang menetapkan peranan 

dari seluruh unsur proses komunikasi pelayanan publik, dengan demikian aparatur 

harus mampu mengembangkan diri sebagai penyebar pesan, memanipulasi pesan, 

memilih media, menganalisis audiens/publik agar pesan-pesan yang disampaikan 

dapat mempengaruhi warga masyarakat/publik, dan pada akhirnya warga negara 

merasakan betul-betul diperlakukan sebagai warga negara, bukan pelanggan bukan 

pula sebagai klien. Berbagai keluhan atas pelayanan yang diberikan oleh aparatur 

selama ini, dipengaruhi oleh banyak faktor dan indikator. Satu di antaranya adalah 

faktor kualitas aparatur. Kualitas aparatur bisa dilihat dari tingkat pendidikan formal, 

pendidikan non formal, pengalaman, dan juga berbagai bentuk pelatihan yang diikuti.  

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari komunikasi politik yaitu; status 

komunikator, kredibilitas komunikator dan daya pikat komunikator. Carl Hoveland, 

seorang ahli komunikasi mengatakan bahwa terbentuknya sikap suatu proses 

komunikasi selalu berhubungan dengan penyampaian stimuli yang biasanya dalam 

bentuk lisan oleh komunikator kepada komunikan guna mengubah perilaku orang 
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lain. Pendapat Hoveland ini menyangkut efek dari suatu proses komunikasi persuasif. 

Asumsi dasar dari Hoveland adalah bahwa sikap seseorang maupun perubahannya 

tergantung pada proses komunikasi yang berlangsung apakah komunikasi itu 

diperhatikan, dipahami, dan diterima dengan baik.
19

 

2. Pelayanan Publik 

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, 

sekelompok dan/atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk 

memenuhi kebutuhan. Selain itu, Pelayanan adalah kunci keberhasilan dalam 

berbagai usaha atau kegiatan yang bersifat jasa. Sedangkan menurut Monir 

mengatakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas 

orang lain secara langsung. Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya 

menolong menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain untuk perbuatan 

melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, baik secara 

ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan 

manusia.
20

 

Pelayanan publik menurut Sinambela dalam Ratminto dan Winarsih adalah 

sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia 

yang memiliki setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah 

manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan 

atau kegiatan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu 

produk secara fisik. Sementara Agung Kurniawan, mengatakan bahwa pelayanan 

publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat 
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 Lijan Polatak Sinambelan,  Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan dan 

Implementasi (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 3. 
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yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan 

tata cara yang telah ditetapkan.  

Menurut Kotler dalam Sampara Lukman pelayanan adalah setiap kegiatan 

yang menguntungkan salam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan 

kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara 

fisik.
21

Selanjutnya menurut Sampara, pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan 

kegiatan yang terjadi dlam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau 

mesin secraa fisik dan menyediakan kepuasaan pelanggang.
22

 

Pelayanan merupakan setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu 

kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat 

pada suatu produk secara fisik.
23

 Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan berkaitan 

dengan kepuasan batin dari penerima pelayanan. 

Pelayanan adalah produk-produk yang kasat mata (tidak dapat diraba) yang 

melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan.
24

 Berdasarkan 

pendapat ini pelayanan dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak dapat di lihat akan 

tetapi dapat dirasakan di mana melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan 

suatu peralatan. 

Sementara itu, istilah publik berasal dari Bahasa Inggris public yang berarti 

umum, masyarakat, Negara.Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi Bahasa 

Indonesia Baku menjadi Publik yang berarti umum, orang banyak, ramai. Oleh 
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karena itu pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang 

menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan 

meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.
25

 

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

diuraikan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka 

pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang 

dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada 

masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
26

 

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian pelayanan (melayani) 

keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi 

sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Menurut Departemen 

dalam Negeri menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah pelayanan umum dan 

pelayanan umum adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara 

tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal terscipta kepuasan 

dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk, baik berupa barang dan 

jasa.
27

 

Menurut AG. Subarsono, pelayanan publik didefinisikan sebagai serangkaian 

aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga 

pengguna. Pengguna yang dimaksud adalah warga Negara yang membutuhkan 

pelayanan publik, seperti pembuatan akta kelahiran, pembutan KTP, akta nikah, akta 
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kematian, sertifikat, dan berkas lainnya.
28

 Pelayanan publik yang menjadi fokus suatu 

disiplin ilmu Administrasi Publik di Indonesia, masih menjadi persoalan yang perlu 

memperoleh perhatian dan penyelesaian yang komprehensif.
29

 

Pelayanan publik diartikan, pemberian layanan (melayani) keperluan orang 

atau masyrakat yang mempuyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan 

pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Menurut Kepmenpan No. 

63/KEP/M.PAN/7/2003, publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan 

oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima 

pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat 

oleh penyelenggara Negara.Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja 

dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya 

Negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan 

tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat. 

a. Penyelenggara Pelayanan Publik 

Penyelenggara keigiatan pelayanan publik ini adalah instansi pemerntah. 

Instansi pemerintah merupakan sebuah kolektif meliputi satuan kerja atau satuan 

organisasi kementrian, departemen, lembaga, pemerintah non departemen, 

kesekretariatan lembaga tertinggi dan tinggi negara, dan instansi pemerintah lainnya, 
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baik pusat maupun daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik 

Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Penerima pelayanan publik adalah orang, 

masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum. Berdasarkan organisai yang 

menyelenggarakannya, pelayanan publik atau pelayanan umum dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu:
30

 

a. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi 

privat, adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang 

diselenggarakan oleh swasta, PTS, perusahaan pengangkutan milik swasta. 

b. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi 

publik. Yang dapat dibedakan lagi menjadi: 

a) Yang bersifat primer adalah semua penyediaan barang/jasa publik 

yang diselenggarakan oleh pemerintah yang didalamnya pemerintah 

merupakan satu-satunya penyelenggara dan pengguna/klien mau tidak 

mau harus memanfaatkannya. Misalnya adalah pelayanan di kantor 

imigrasi, pelayanan penjara, dan pelayanan perizinan. 

b) Yang bersifat sekunder, adalah segala bentuk penyediaan barang/jasa 

publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang di dalamnya 

pengguna/klien tidak harus mempergunakannya karena adanya 

beberapa penyelenggara pelayanan. 

Unsur-unsur pelayanan publik tidak dapat dipisahkan satu dengan yang 

lainnya karena keempatnya akan membentuk proses kegiatan (activity), antara lain:
31
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1) Tugas layanan: dalam pelayanan umum pemerintah harus memberikan 

pelayanan sesuai dengan tugas yang diterima untuk melayani semua 

kepentingan masyarakat. 

2) Sistem atau prosedur layanan : dalam pelayanan umum perlu adanya sistem 

informasi, prosedur dan metode yang mendukung kelancaran dalam 

memberikan pelayanan. 

3) Kegiatan pelayanan: dalam pelayanan umum kegiatan yang ditujukan kepada 

masyarakat harus bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan tanpa adanya 

diskriminasi. 

4) Pelaksana pelayanan: pemerintah sebagai pelaksana pelayanan semaksimal 

mungkin mengatur dan merencanankan program secara matang agar proses 

pelayanan akan menghasilkan struktur pelayanan yang mudah, cepat, tidak 

berbelit-belit dan mudah dipahami masyarakat. 

Pada dasarnya penyelenggaraan pelayanan publik ini dilaksanakan oleh 

penyelnggara Nagara/pemerintah, lembaga independen yang dibentuk pemerintah, 

penyelenggara perekonomian dan pembangunan, badan usaha/badan hukum yang 

diberi wewenang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik. Dan 

masyarakat umum atau swasta yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi 

pelayanan publik yang tidak mampu ditangani/dikelola oleh pemerintah. 

Unsur-unsur penting dalam pelayanan publik, (1) organisasi pemberi layanan 

yaitu Pemerintah Daerah, (2) penerima layanan (pelanggan) yaitu masyarakat atau 

organisasi yang berkepentingan dengan pemberi layanan, (3) kepuasan yang 

diberikan dan diterima oleh pelanggan. Unsur pertama menunjukkan bahwa 
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pemerintah daerah memiliki strategis sebgai (regulator) dan sebagai pemegang 

monopoli layanan, dalam hal ini pemerintah daerah menduduki posisi ganda yaitu 

disatu sisi berkepentingan menjalankan fungsi regulator dan disisi lain juga harus 

melaksanakan fungsi meningkatkan pelayanan publik, sehingga menyebabkan 

buruknya pelayanan publik yang dilakukan pemerintah. 

Unsur kedua, adalah masyarakat atau oraganisasi yang menerima layanan, 

unsur kedua ini tidak dalam posisi yang setara untuk menerima layanan sehingga 

tidak memiliki akses untuk mendapat pelayanan yang baik. Sehingga rawan terjadi 

praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan pungutan liar yang ironisnya 

dianggap saling menguntungkan antara pihak pemberi layanan dan penerima layanan. 

Unsur ketiga, adalah kepuasan pelanggan dalam menerima pelayanan, unsur 

ini menjadi perhatian penyelenggara pelayanan (Pemerintah), hal ini dikarenakan 

pemerintah dibentuk untuk melayani kebutuhan masyarakat. Sehingga kepuasan 

masyarakat menjadi fokus dari pemerintah. Untuk mengatasinya maka dilakukan 

upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja manajemen pemerintah daerah. 

Dengan demikian, pemerintah daerah dalam menjalankan seluruh tgasnya 

sebagai pelayanan publik, baik sebagai pembuat peraturan harus mengubah pola pikir 

dan kerjanya sesuai dengan tujuan dari otonomi daerah, yaitu yang bertujuan untuk 

meningkatkan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. dalam hal ini 

tentunya masyarakat harus mendapatkan akses pelayanan publik, sesuai dengan 

prinsip-prinsp kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan keadilan. 
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b. Pola Pelayanan Publik 

Pola pelayan publik dapat dibedakan dalam 5 macam, yaitu: 
32

 

1) Pola pelayanan teknik fungsional Yaitu pola pelayanan masyarakat yang 

diberikan oleh satu instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan 

kewenangannya. 

2) Pola pelayanan satu pintu Merupakan pola pelayanan masyarakat yang 

diberikan secara tunggal oleh satu instansi pemerintah berdasarkan 

pelimpahan wewenang dari intansi pemerintah terkait lainnya. 

3) Pola pelayanan satu atap Yaitu pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu 

pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-

masing d. Pola pelayanan terpusat Merupakan pola pelayanan masyarakat 

yang dilakukan oleh satu instansi pemerintah yang bertindak selaku 

koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait 

dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. 

4) Pola pelayanan elektronik Adalah pola pelayanan yang menggunakan 

teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi 

pemberian layanandan bersifat online sehingga dapat menyesuaikan diri 

dengan keinginan dan kapasitas pelanggan. 

c. Standar Pelayanan Publik 

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan 

dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. 

Standar pelayanan merupakan ukuran yang dilakukan dalam penyelenggaraan 
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pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. 

Menurut keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2004, standar pelayanan, sekurang-

kurangnya meliputi:
33

 

1) Prosedur Pelayanan Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 

penerima pelayanan termasuk pengaduan. 

2) Waktu penyelesaian Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat 

pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk 

pengaduan.  

3) Biaya pelayanan Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan 

dalam proses pemberian pelayanan. 

4) Produk pelayanan Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. 

5) Saran dan Prasarana Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang 

memadai oleh penyelenggara pelayanan public 

6) Kompetensi petugas pemberi pelayanan Kompetensi petugas pemberi 

pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, 

keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. 

d. Konsep Islam dalam Pelayanan Masyarakat 

Islam sebagai suatu agama merupakan sistem akidah, syariah, dan akhlak. 

Nilai-nilai Islam antara lain adalah persamaan derajat manusia, semangat 

persaudaraan, tanggung jawab, orientasi pada kebaikan, keadilan, kejujuran, amanah, 

pengabdian/ibadah, keikhlasan, kebersihan, mendahulukan melaksanakan kewajiban, 
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memberikan pertolongan, berakhlak mulia, prinsip toleransi, musyawarah dan 

kedamaian.
34

 

Jauh sebelumnya, Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia 

(buka saja untuk umat Islam) untuk senantiasa memberikan pelayanan yang 

berkualitas sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Al-Baqarah/02: 267: 

ا   تِ هَا كَسَبْتنُْ وَهِوَّ ٰـ وُىا۟ ٱلْخَبيِثَ   أيَُّهَا ٱلَّزِييَ ءَاهٌَىُا۟ أًَفِقىُا۟ هِي طَيِّبَ يَ ٱلْْسَْضِ ۖ وَلََ تيَوََّ أخَْشَجٌَْا لكَُن هِّ

ٌْهُ تٌُفِقىُىَ وَلسَْتنُ بـِاَخِزِيهِ إلََِّ أىَ تغُْوِضُىا۟ فِ  َ غٌَِىٌّ حَوِيذٌ هِ  ]1[يهِ  وَٱعْلوَُىا۟ أىََّ ٱللََّّ

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil 

usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi 

untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu 

menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 

melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa 

Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
35

 

Apabila kita tarik ke ranah pelayanan, maka ayat tersebut dapt bermakna 

bahwa para petugas pelayanan, hendaknya melyani dan memperlakukan seseorang 

dengan baik sebagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri. Berbicara tentang 

amanah, dalam hukum tata negara islam juga mewajibkan kepada seseorang ataupun 

pemimpin untuk menjalankan amanah yang diberikan kepadanya dengan sebaik-

baiknya sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Nisā/4:58 yang berbunyi : 

 
َ يأَهُْشُكُنْ أىَ تؤَُ  اىَّ ٱللََّّ َ ًعِِوَّ تِ إلَِىٰٰٓ أهَْلِهَا وَإرِاَ حَكَوْتنُ بيَْيَ ٱلٌَّاسِ أىَ تحَْكُوُىا۟ بِٲلْعذَْلِ ۚ إِىَّ ٱللََّّ ٌَٰ  دُّوا۟ ٱلْْهََٰ

ا بَصِيشًا َ كَاىَ سَوِيعًًۢ  يعَِظُكُن بهِِٰۦٓ ۗ إِىَّ ٱللََّّ
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Terjemahnya: 
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

36
 

Menurut Quraish Shihab, ayat ini mengandung perintah kepada kaum 

muslimin untuk menunaikan amanah-amanah, baik amanah Allah maupun amanah 

manusia secara sempurna dan tepat waktu kepada pemiliknya. Amanah adalah asas 

keimanan dan merupakan sendi utama interaksi. Meninggalkan amanah adalah 

khianat. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya tidak ada iman bagi yang 

tidak memiliki amanah, dan tidak ada agama bagi yang tidak menepati janji. 

Demikian pula, Allah memerintahkan untuk menetapkan hukumdiantara manusia 

dengan adil sesuai dengan apa yang diajarkan Allah SWT., tidak memihak kecuali 

kepada kebenaran dan tidak pula menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar, 

tidak menganiaya sekalipun musuh dan tidak pula memihak meskipun teman. 

Menunaikan amanah dan berlaku adil dalammenetapkan hukum harus dilaksanakan 

tanpa membedakan agama, keturunan atau ras.
37

 

Upaya untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang memposisikan diri 

sebagai fasilitator bukanlah pekerjaan yang mudah terutama dimasa pandemik Covid 

19, namun upaya untuk mewujudkan cita-cita tersebut tetap harus diupayakan demi 

memberikan pelayanan yang baik kepada publik sebagaimana diamanatkan dalam 

Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa pelayanan 

publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan 
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penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik.Pandemi Covid-19 saat ini berdampak ke berbagai 

sektor, mulai dari  ekonomi, pariwisata, transportasi, hingga pelayanan public. 

Meskipun ditengah merebaknya virus Corona, pelayanan publik harus tetap 

berjalan. Kini pemerintah telah bersiap menjalani kenormalan baru atau new normal 

dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 seperti menyediakan 

tempat cuci tangan, hand sanitizer dan penggunaan masker, social distancing, 

physicaldistancing.Selama pandemi Covid 19 pelayanan publik berbeda dari biasanya 

dimana segala kegiatan pelayanan dilakukan lebih banyak dengan online.  

System pelayanan online pun ditingkatkan demi kepuasan masyarakat.Namun 

beberapa instansi memiliki kendala dalam menggunakan pelayanan online tersebut 

seperti belum tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung dan SDM yang 

belum mumpuni untuk mengakses pelayanan secara online.Kebijakan new 

normaldengan penerapan protokol kesehatan tentunya membuat akses pelayanan 

publik kepada masyarakat menjadi terbatas.Hal tersebut dapat dijadikan upaya 

bagipenyelenggara pelayanan publik untuk memaksimalkan pelayanan publik dengan 

beralih ke system online. Upaya peralihan ini tentunya mesti dibarengi dengan 

memberi edukasi atau pemahaman serta sosialisasi secara massif kepada seluruh 

elemen masyarakat yang akan mengakses layanan publik di tengah tatanan kehidupan 

baru atau new normal tidak terganggu. 

3. Bentuk Pelayanan Publik 

Bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun 

swasta pada dasarnya berbeda-beda. Ada beberapa bentuk pelayanan publik, yaitu: 
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a. Pelayanan dengan lisan yang dilakukan oleh pegawai pada bidang hubungan 

masyarakat, bidang informasi dan bidang lainnya yang bertugas memberikan 

penjelasan kepada siapapun yang memerlukannya. Agar pelayanan lisan berhasil 

sesuai dengan yang diharapkan. 

b. Pelayanan melalui tulisan merupakan bentuk pelayanan yang paling menonjol 

dalam implementasi tugas, tidak hanya dari segi jumlah tetapi juga dari segi 

perannya. 

c. Pelayanan bentuk perbuatan sering kombinasi dengan pelayanan,hal ini 

disebabkan karena hubungan lisan paling banyak dilakukan dalam hubungan 

pelayanan secara umum, namun fokusnya pada perbuatan itu sendiri yang 

ditunggu oleh orang berkepentingan. Jadi tujuan utama orang yang  

berkepentingan adalah mendapatkan pelayanan dalam bentuk perbuatan atau hasil 

perbuatan.
38

 

Berdasarkan pada bentuk-bentuk pelayanan yang dijabarkan diatas, maka pad 

penelitian ini berfokus pada bentuk pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan 

Kabupaten Pinrang. 

 

D. Kerangka Pikir 

Objek utama dalam penelitian ini adalah bentuk peningkatan pelayanan publik 

di masa pandemi covid-19 pada rumah sakit Madising Bungi. Pada penelitian ini 

terdiri dari beberapa sub-sub masalah yaitu bentuk pelayan kesehatan yang dilakukan. 

Selanjutnya, penulis akan menganalisis peranan dan pelayanan yang dilakukan pada 
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Rumah Sakit Madising Bungi. Pelayanan publik yang dilakukan oleh Rumah Sakit 

Madising Bungi dilihat berdasarkan bentuk penyelenggaraan pelayanan baik 

pelayanan kesehatan maupun dalam pembuatan surat-surat kesehatan yang diterapkan 

dalam penyelenggaraannya. Selain itu, kualitas pelayanan publik oleh Dinas 

Kesehatan Kabupaten Pinrang terdiri atas unsur-unsur pelayanan dan indikator 

kualitas pelayanan. Penerapan pelayanan yang disertai dengan kualitas yang sesuai 

dengan teori yang dibahas oleh penulis maka akan menjadi penelitian yang akan 

dilakukan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (field 

research) dan berdasarkan sifat permasalahannya, maka jenis penelitian ini adalah 

deskriktif yang bersifat kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, 

gambar, perilaku, tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistic 

melainkan dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka 

atau frekuensi. Semua data yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci 

terhadap apa yang sudah diteliti. 

Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif. Creswell 

mendefinisikan metode kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi 

dan memahami makna oleh sejumlah indvidu atau sekelompok orang yang dianggap 

berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.
39

 

Proses penelitian kualitatif ini melibakan upaya-upaya penting, seperti 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang 

spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang 

khusus ke tema-tema umum dan menafsirkan makna data.
40

 Peneliti meneliti kata-

kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi 
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yang alami.  Sebelum masing-masing teknik tersebut diuraikan secara rinci, perlu 

ditegaskan di sini bahwa hal sangat penting  yang harus dipahami oleh setiap peneliti 

adalah alasan mengapa masing-masing teknik tersebut dipakai, untuk memperoleh 

informasi apa, dan pada bagian fokus masalah mana yang memerlukan teknik 

wawancara, mana yang memerlukan teknik observasi, mana yang harus kedua-

duanya dilakukan. Pilihan teknik sangat tergantung pada jenis informasi yang 

diperoleh. 

Sedangkan menurut Bogdan dan taylor mendefinisikan metode kualitatif 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
41

 Jadi pendekatan kualitatif 

merupakan pendekatan yang dimaksudkan sebagai cara untuk memahami tentang 

fenomena yang dialami oleh objek penelirian seperti perilaku, persepsi, minat, 

tindakan melalui pendeskripsian dalam bentuk kata serta bahasa. Pendekatan 

kualitatif ini berujuan untuk menndapatkan informasi lengkap mengenai pelayanan di 

Rumah Sakit Madising khususnya dimasa covid-19. 

B. Lokasi dan Waktu penelitian 

1. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di Rumah Sakit Madising Bungi untuk 

mengetahui bentuk pelayanan publik yang dilakukan dimasa pandemi covid-19. 

2. Waktu penelitian 
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Peneliti akan melakukan  penelitian dalam waktu ± 2 bulan yang dimana 

kegiatannya meliputi: persiapan (pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan 

(pengumpulan data), pengolah data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian. 

C. Fokus penelitian 

Agar tidak terlalu luas dalam pembahasannya, maka diperlukan fokus dalam 

penelitian. Maka dari itu, penelitian ini akan berfokus pada: 

1. Peranan Rumah sakit Madising Bungi dalam meningkatkan layanan informasi 

publik pada masa pandemi covid-19.  

2. Strategi Rumah sakit Madising Bungi dalam menjalankan perannya dalam 

meningkatkan layanan publik pada masa pandemi covid-19.  

D. Jenis dan sumber data yang digunakan 

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun 

yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk 

lainnya guna keperluan penelitian tersebut.
42

Sumber data dalam penelitian ini terbagi 

menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 

1. Data primer 

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

asli (tidak melalui perantara). Sumber data primer yang dimaksud dapat berupa opini 

subyek (orang) secara individual/kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda 

(fisik), kegiatan/kejadian serta diperoleh langsung dari staff Rumah Sakit Madising 

Bungi. Data primer pada penelitian ini akan didapatkan dari kegiatan wawancara dan 
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observasi terhadap 3 orang perawat yang merupakan Ketua perawat, perawat UGD, 

serta perawat bagian pelayanan lainnya di Rumah Sakit Madising Bungi. 

2. Data sekunder 

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui media perantara (diperoleh dari buku-buku) yang mendukung atau 

memperkuat data primer yang ada. Data sekunder merupakan data yang diperoleh 

dari atau berasal dari bahan kepustkaan atau dokumentasi. Pada umumnya untuk 

memperoleh data sekunder, tidak lagi dilakukan wawancara atau melalui instrument 

jenis lainnya melainkan meminta bahan-bahan sebagai pelengkap dengan melalui 

petugas atau dapat tanpa melalui petugas yaitu mencarinya sendiri dalam file-file 

yang tersedia. Data sekunder ini dapat menjadi bahan pelengkap bagi peneliti untuk 

membuktikan penelitiannya menjadi lebih valid. Adapun data sekunder dalam 

penelitian ini berupa file data petugas Rumah Sakit Madising Bungi. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-

fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Pada 

penelitian ini, peneliti terlibat langsung di lokasi penelitian atau penelitian lapangan 

untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data konkret yang ada 

hubungannya  dengan penelitian ini.Teknik pengumpulan data merupakan langkah 

yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Observasi 

Metode observasi langsung, yaitu cara pengambilan data dengan 

menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan 

tersebut.
43

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap 

objek yang akan diteliti dengan melihat langsung bagaimana peranan dan strategi dari 

Rumah sakit Madising Bungi dalam meningkatkan layanan publik dimasa pandemi 

covid-19. 

2. Wawancara  

Wawancara (interview) adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan 

informasi (data) dari responden dengan cara bertanya lansung secara bertatap muka.
44

 

Pada penelitian ini,penulis akan melakukan wawancara langsung dengan staff Rumah 

sakit Madising Bungi. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui gambaran yang lengkap 

tentang kondisi dokumen yang terkait dengan pembahasan proposal ini. Pada 

penelitian ini, penulis akan mendokumentasikan kegiatan wawancara. Metodde 

dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data secara tertulis tentang pelayanan 

kesehatan di Rumah Sakit Madising Bungi. Dokumen merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya dari 

seseorang. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data berupa catatan-catatn 
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tentang keadaan di lokasi tempat berlangsungnya penelitian yakni terkait keadaan 

rumah sakit atau bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. 

F. Tehnik Analisis Data 

Analisa data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data 

yang telah tersusun untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Dalam menganalisis 

data digunakan metode deduktif yaitu cara berfikir dengan cara menganalisa data-

data yang bersifat umum yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi beserta 

dokumentasi, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus
45

atau berangkat dari 

kebenaran yang bersifat umum mengenai suatufenomena dan mengeneralisasikan 

kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berindikasi sama 

dengan fenomena yang bersangkutan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Sebagaimana yang telah tertera dalam bab satu tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bentuk layanan yang dilakukan serta mengetahui peran rumah sakit 

madising Bungi dalam meningkatkan layanan publik di masa pandemic covid-19. 

Untuk itu dalam bab empat ini akan dibahas mengenai hasil penelitian sesuai dengan 

metode yang digunakan yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif.  

A. Deskripsi Hasil Penelitian 

Dari hasil penelitian tentang layanan serta peran  rumah sakit madising Bungi 

dalam meningkatkan layanan publik di masa pandemic covid-19, penelitian 

mendapatkan beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Berikut papasran hasil penelitian berdasarkan fokus penelitian dan 

masalah yang diteliti. 

1. Bentuk Layanan Yang Dilakukan Rumah Sakit Madising Bungi 

Dalam konteks pelayanan publik, yang bertindak sebagai komunikator adalah 

seluruh aparatur dalam organisasi pelayanan publik. Pelayanan publik adalah 

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk 

atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik.
46

 Pelayanan oleh rumah sakit dalam penelitian ini 
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tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan secara umum tetapi juga dalam hal 

pelayanan administrasi.  

2. Bentuk Pelayanan dalam Administrasi 

Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi publik tadi adalah 

merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi 

masyarakat di samping sebagai abdi negara. Pelayanan publik (public services) oleh 

birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari 

suatu negara kesejahteraan (welfare state). Pelayanan umum oleh Lembaga 

Administrasi Negara (2004) diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan 

umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan di 

lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa 

baik dalam rangka upaya kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pelayanan publik dapat 

diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat 

sebagai warga negara yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai 

dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sementara itu, kondisi 

masyarakat saat ini telah terjadi suatu perkembangan yang sangat dinamis, tingkat 

kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi dari empowering yang 

dialami oleh masyarakat.
47

 Bentuk pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit 

bukan hanya dalam bentuk kesehatan tetapi juga pelayanan administrasi seperti 

pengurusan surat-surat kesehatan yang juga banyak dibutuhkan oleh masyarakat. 
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Pelayanan kesehatan dalam bagian administrasi di rumah sakit juga dilakukan 

seperti dalam pembuatan surat-surat kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara 

diperoleh bahwa: 

Jadi bentuk pelayanannya itu seperti pembuatan surat keterangan berbadan 

sehat, surat bebas narkoba, surat pengantar/rujukan serta surat-surat yang 

lainnya.
48

  

Melalui wawancara tersebut dijabarkan oleh pihak rumah sakit mengenai 

bentuk pelayanan yang dilakukan. Bentuk-bentuk pelayanan administrasi yang 

dilakukan seperti pembuatan surat keterangan berbadansehat, surat bebas narkoba, 

surat pengantar/rujukanserta pembuatan surat-surat lainnya. Lebih lanjut dijelaskan 

bahwa: 

Kalau untuk prosedur pelayanan administrasi seperti persuratan itu beda jalur 

pelayanannya dengan pemeriksaan kesehatan. Sebagai contohnya saat 

pengurusan keterangan berbadan sehat itu langsung diarahkan ke loket untuk 

pembayaran kemudia dilakukan pemeriksaan seperti tensi, berat badan 

kemudian untuk pembuatan suratnya diserahkan ke bagian administrasi rumah 

sakit.
49

  

Melalui wawancara tersebut dijabarkan oleh pihak rumah sakit mengenai 

bentuk pelayanan pembuatan surat berbadan sehat yang memiliki prosedur yang 

berbeda dengan pelayanan pemeriksaan kesehatan. Prosedur atau tata cara yang 

dilakukan dimulai dengan mengarahkan ke bagian loket kemudian dilakukan 

pemeriksaan hal-hal tertentu seperti tensi, berat badan, dan dilanjutkan dengan 

pengeluaran surat yang diurus oleh bagian administrasi rumah sakit. 
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3. Bentuk Pelayanan dalam Kesehatan 

Pelayanan publik sebagai bagian dari kehidupan komunikasi menemukan 

urgensinya untuk membangun etika di dalamnya. Pelayanan publik dan ruang publik 

tidak hanya sekedar tempat fisik yang dipahami awam, tapi juga sebuah entitas yang 

luas dimensinya. Ia bisa berupa kebudayaan, cara hidup, cara interaksi dan juga 

lanskap politik lainnya. Pada titik inilah, maka problem pembacaan atas dimensi 

komunikasi, terutama etika komunikasi amat penting dan berharga. Haryatmoko 

menjelaskan bahwa etika komunikasi bisa menjadi sarana untuk membangun 

kepedulian dalam rangka mengkritisi praktek komunikasi, yang dewasa ini cenderung 

kompulsif sehingga membuat refleksi diabaikan demi emosi.
50

 Bentuk pelayanan 

kesehatan dimasa pandemi covid 19 oleh pihak rumah sakit, terjabarkan melalui 

wawancara yang dilakukan: 

“Jadi bentuk pelayanannya itu seperti rawat inap, rawat jalan, lab biologi, 

Kamar bersalin, UGD, pelayanan gizi dan banyak lainnya. Jadi kalau dari 

bagian depan itu seperti ruang informasi, poli, ada radiologi. Jadi kalau 

dirumah sakit seperti itu bentuk pelayanan kesehatannya.
51

  

Melalui wawancara yang dilakukan kepada masyarakat mengenai bentuk 

pelayanan kesehatan yang diterima dari Rumah Sakit Madising Bungi, diperoleh: 

“Banyak biasanya kalau pelayanan kesehatan, cuman kalau saya lebih sering 

lewat poli. Jadi kalau sedang sakit pakai yang umum tidak langsung ke UGD 

biasanya karena cuman pemeriksaan biasa.”
52
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Selama ini, aparatur lebih berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah 

atau pemerintah daerah. Karena berperan seperti itu, maka terkesan dalam 

pelaksanaan pelayanan kepada publik/masyarakat seperti melakukan perintah kepada 

masyarakat. Sikap dasar dalam berkomunikasi yang penting untuk dikuasai adalah 

sikap empatik. Sikap empatik ini, sering disebut dengan prinsip platina (platinum 

principle), untuk menunjukkan nilai yang lebih tinggi dari sikap simpatik, yang sering 

disebut sebagai prinsip emas (golden principle). Sikap seperti inilah yang cocok 

diterapkan dalam komunikasi yang mengandung kesetaraan gender. Karena 

komunikasi seperti ini menempatkan siapapun dalam perspektif harus kita pahami 

dengan informasi yang cukup jika komunikasi kita ingin efektif, tidak peduli apapun 

atribut sosialnya, termasuk perbedaan gender. Sementara yang harus dihindari adalah 

sikap apatis.
53

  

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

diuraikan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka 

pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang 

dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada 

masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
54

  Pelayanan 

kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnose pengobatan, keperawatan, 

rehabilitasi, dan medic. 

b. Pelayanan Rawat Inap 

Pelayanan rawat inap adalah pelayanan medis yang paling utama dirumah 

sakit, tempat berinteraksi antara pasien dan petugas medis dalam waktu lama. 
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Pelayanan rawat inap melibatkan pasien, dokter, dan perawat dalam hubungan yang 

sensitive menyangkut kepuasan, mutu pelayanan dan citra rumah sakit.
55

 Dirumah 

sakit ada yang dinamakan registrasi pendaftaran dan pelayanan pasien rawat inap 

yang terkait dengan pengertian,  tujuan dan pertanggung jawaban tiap registrasi. 

Registrasi pendaftaran rawat inap berisi kumpulan pasien yang masuk perhari dari 

data yang diregistrasi.
56

 

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit madising 

bungi yaitu bentuk layanan rawat inap. Melalui wawancara dengan masyarakat 

mengenai pelayanan kesehatan dimasa pandemic yang dilakukan oleh pihak rumah 

sakit Madising bungi, diperoleh: 

“kalau saya dulu pernah lewat jalur UGD karena memang saat itu anak saya 

sedang butuh penangan  darurat. Cuman kalau sekarang dimasa pandemic 

seperti ini pasti dilakukan swab kalau untuk pasien rawat inap. Sekarang juga 

kami harus memakai masker, dan jatah untuk menjenguk pasien dibatasi.
57

 

Bentuk pelayanan melalui komunikasi dijabarkan melalui program-program 

kerja yang dilakukan pihak rumah sakit sebagai upaya dalam pemberian pelayanan 

kesehatan yang maksimal. melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis diperoleh 

bahwa: 

“Jadi program kerjanya yah seperti pemberian edukasi ke masyarakat seperti 

pakai masker ataupun cuci tangan. Jadi yang paling sering dilakukan adalah 

kedua hal ini dan juga dengan membatasi pengunjung pasien disini. Jadi 

sebenarnya kami ingin tidak ada kunjungan pasien selama covid, hanya saja 

pada kenyataannya susah untuk diterapkan. Dan juga kalau ada yang kasus 

reaktif disini, biasanya dirujuk ke Rumah sakit umum.”
58
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Menurut Departemen dalam Negeri menyebutkan bahwa pelayanan publik 

adalah pelayanan umum dan pelayanan umum adalah suatu proses bantuan kepada 

orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan 

interpersonal terscipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan 

produk, baik berupa barang dan jasa.
59

 Pelayanan publik dapat diartikan sebagai 

pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai 

kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah 

ditetapkan.
60

 

Layanan rawat inap di Rumah Sakit Madising Bungi memiliki 2 (dua) 

ruangan sebagai tempat pelaksanaan pelayanan administrasi pasien rawat inap dan 1 

(satu) tempat Nurse Station . mempunyai 10 kamar yang terbagi menjadi 3 kelas yaitu 

I, kelas II dan Kelas III dengan 38 tempat tidur yang tersebar di :  Teratai 01/kelas III 

(5 tempat tidur), Teratai 09/kelas II (4 tempat tidur), Teratai 07/kelas II (4 tempat 

tidur), Teratai 08/Kelas I (2 tempat tidur), Teratai 09/kelas I: (2 tempat tidur), dan 

Teratai 09/kelas I: (2 tempat tidur). 

c. Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) 

Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) di RS Madising Bungi dibuka 24 jam 

sehari yang memiliki fungsi secara umum sebagai pintu pertama pada setiap 

kunjungan ke gawat daruratan pasien yang masuk rumah sakit. Unit ini dilengkapi 

dengan beberapa ruangan diantaranya ruangan periksa (triase), ruang tindakan, dan 

ruang observasi. 
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d. UGD Maternal dan Kamar Bersalin 

UGD maternal dan kamar bersalin memberikan pelayanan 24 jam sehari. 

UGD maternal merupakan ruang pertama untuk kasus Obstetri dan Ginekologi, 

khusus untuk pasien yang akan bersalin, mendapatkan pelayanan persalinan dikamar 

bersalin dan selanjutnya ditransfer keruang perawatan setelah proses persalunan 

selesai. Untuk kasus obstetric dan ginekolo lainnya bila membutuhkan perawatan 

lebih lanjut, ditransfer keruang perawatan setelah mendapatkan penanganan. UGD 

Maternal dan Kamar bersalin di RS Madising Bungi terdiri dari 4 (empat) tempat 

tidur untuk pelayanan persalinan bagi ibu hamil. 

e. Kamar Bayi 

Sejumlah 5 tempat tidur bayi yang dilengkapi dengan 4 incubator touch 

screen memungkinan sang bayi mendapatkan perawatan  yang maksimal di RS 

Madising Bungi. 

f. Pelayanan Penunjang 

Pelayanan penunjang medic diantaranya Unit Laboraturium Klinik, Unit 

farmasi, radiologi, laundry, gizi, dan pelayanan ambulance juga tersedia. Selain itu, 

RS Madising Bungi juga dilengkapi dengan sarana ibadah mushollah. 

Proses pelayanan merupakan serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan 

kepada pasien oleh perawat pada unit rawat inap yang berlangsung secara rutin dan 

berkesinambungan, proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivita keperawatan. 

Adapun proses pelayanan yang dilakukan pada unit rawat inap yaitu: 
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a) Persyaratan pelayanan : fotocopy KK/KTP yang masih berlaku, Surat 

jaminan elegabilitas peserta (SEP), kartu rawat jalan, pengantar opname, 

transfer pasien. 

b) Alur/mekanisme prosedur : adapun struktur alur atau mekanisme prosedur 

pelayanan pada unit rawat inap sampai pasien dipulangkan, yaitu: 

Penyelenggara kegiatan pelayanan publik ini adalah instansi pemerntah. 

Instansi pemerintah merupakan sebuah kolektif meliputi satuan kerja atau satuan 

organisasi kementrian, departemen, lembaga, pemerintah non departemen, 

kesekretariatan lembaga tertinggi dan tinggi negara, dan instansi pemerintah lainnya, 

baik pusat maupun daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik 

Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Penerima pelayanan publik adalah orang, 

masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum. Berdasarkan organisai yang 

menyelenggarakannya, pelayanan publik atau pelayanan umum dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu:
61

 

1. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh 

organisasi privat, adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang 

diselenggarakan oleh swasta, PTS, perusahaan pengangkutan milik 

swasta. 

2. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh 

organisasi publik. Yang dapat dibedakan lagi menjadi: 

a) Yang bersifat primer adalah semua penyediaan barang/jasa publik 

yang diselenggarakan oleh pemerintah yang didalamnya pemerintah 
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merupakan satu-satunya penyelenggara dan pengguna/klien mau tidak 

mau harus memanfaatkannya. Misalnya adalah pelayanan di kantor 

imigrasi, pelayanan penjara, dan pelayanan perizinan. 

b) Yang bersifat sekunder, adalah segala bentuk penyediaan barang/jasa 

publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang di dalamnya 

pengguna/klien tidak harus mempergunakannya karena adanya 

beberapa penyelenggara pelayanan. 

Rumah sakit Madising Bungi memiliki tugas pokok dalam pelayanan 

kesehatan tingkat pertama dan pelayanan medis dasar. Adapun pelayanan kesehatan 

yang dimaksud tersebut adalah melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna 

dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya kuratif dan rehabilitative yang 

dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya promotif dan preventif serta 

melaksanakan rujukan. 

Sedangkan fungsi dari Rumah sakit Madising Bungi adalah 

menyelenggarakan: pelayanan medic, pelayanan penunjang medic dan nn medic, 

pelayanan asuhan keperawatan termasuk kebidanan, pelayanan  rujukan, pelayanan 

administrasi dan keuangan, serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. 

Unsur-unsur pelayanan publik tidak dapat dipisahkan satu dengan yang 

lainnya karena keempatnya akan membentuk proses kegiatan (activity), antara lain:
62

 

1. Tugas layanan: dalam pelayanan umum pemerintah harus memberikan 

pelayanan sesuai dengan tugas yang diterima untuk melayani semua 
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kepentingan masyarakat. Melalui wawancara yang dilakukan dengan pihak 

rumah sakit diperoleh bahwa bentuk pelayanan yang dilakukan adalah: 

“Jadi bentuk pelayanannya itu seperti rawat inap, rawat jalan, labbiologi, 

Kamar bersalin, UGD, pelayanan gizi dan banyak lainnya. Jadi kalau dari 

bagian depan itu seperti ruang informasi, poli, ada radiologi. Jadi kalau 

dirumah sakit seeprti itu bentuk pelayanan kesehatannya.”
63

 

Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak rumah sakit harus 

sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang dimiliki oleh pihak rumah sakit 

kepada masyarakat khususnya pada bagian kesehatan. Melalui wawancara 

tersebut diperoleh bahwa terdapat beberapa bentuk pelayanan kesehatan yang 

diberikan oleh pihak rumah sakit. Berbagai macam bentuk pelayanan tersebut 

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kesehatan. Bentuk 

pelayanan seperti rawat inap, rawat jalan, labbiologi, Kamar bersalin, UGD, 

pelayanan gizi dan banyak lainnya diberika untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat akan akses kesehatan yang sangat diperlukan. 

2. Sistem atau prosedur layanan : dalam pelayanan umum perlu adanya sistem 

informasi, prosedur dan metode yang mendukung kelancaran dalam 

memberikan pelayanan. Bentuk prosedur pelayanan kesehatan yang dilakukan 

oleh pihak rumah sakit, dijabarkan melalui wawancara penulis dengan pihak 

rumah sakit: 

“Jadi akses masuk pasien disini ada dua, bisa dari UGD dan bisa juga dari 

poli. Kalau misalnya untuk pasien covid yang berasal dari UGD kan biasanya 

di swab terlebih dahulu kalau misalnya reaktif langsung di rujuk.
64
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Melalui wawancara tersebut diperoleh bawa prosedur pelayanan 

kesehatan dilakukan melalui 2 tempat. Pelayanan pasien biasanya melalui 

UGD maupun melalui poli. Pada masa pandemic covid 19, tambahan prosedur 

pelayanan yaitu dengan melakukan tes swab bagi pasien yang membutuhkan 

pelayanan lebih lanjut. Hasil tes swab yang dilakukan nantinya akan menjadi 

penentu apakah pasien tetap dirawat di Rumah sakit maadising, ataukah pihak 

rumah sakit merujuk pasien. Lebih lanjut, pihak rumah menjelaskan tentang 

kendala yang biasanya terjadi pada penerimaan pasien melalui poli: 

“Cuman yang terkadang menjadi kendala itu yang berasal dari poli, karena 

belum swab biasanya. Jadi kalau misalnya dilakukan swab dan hasilnya 

positif dirujuk, kalau negative tetap dirawat disini.”
65

 

Melalui wawancara tersebut diketahui bahwa prosedur pelayanan 

kesehatan dimasa pandemic memiliki kendala seperti belum dilakukannya 

swab bagi pasien yang datang melalui poli. Hal ini dikarenakan ketika 

pemeriksaan melalui poli tidak langsung melakukan swab seperti pada pasien 

di UGD. 

3. Kegiatan pelayanan: dalam pelayanan umum kegiatan yang ditujukan kepada 

masyarakat harus bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan tanpa adanya 

diskriminasi. Bentuk kegiatan pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit 

Madising Bungi seperti pelayanan keehatan pada umumnya yang diberikan 

oleh rumah sakit lainnya. Melalui hasil wawancara diperoleh: 
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“Jadi bentuk pelayanannya itu seperti rawat inap, rawat jalan, labbiologi, 

Kamar bersalin, UGD, pelayanan gizi dan banyak lainnya. Jadi kalau dari 

bagian depan itu seperti ruang informasi, poli, ada radiologi. Jadi kalau 

dirumah sakit seeprti itu bentuk pelayanan kesehatannya.”
66

 

Melalui wawancara tersebut diperoleh bahwa terdapat beberapa bentuk 

pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak rumah sakit. Berbagai macam 

bentuk pelayanan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat akan kesehatan. Bentuk pelayanan seperti rawat inap, rawat jalan, 

labbiologi, Kamar bersalin, UGD, pelayanan gizi dan banyak lainnya diberika 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses kesehatan yang sangat 

diperlukan. 

4. Pelaksana pelayanan: pemerintah sebagai pelaksana pelayanan semaksimal 

mungkin mengatur dan merencanankan program secara matang agar proses 

pelayanan akan menghasilkan struktur pelayanan yang mudah, cepat, tidak 

berbelit-belit dan mudah dipahami masyarakat. Pada dasarnya 

penyelenggaraan pelayanan publik ini dilaksanakan oleh penyelnggara 

Nagara/pemerintah, lembaga independen yang dibentuk pemerintah, 

penyelenggara perekonomian dan pembangunan, badan usaha/badan hukum 

yang diberi wewenang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan 

publik. Dan masyarakat umum atau swasta yang melaksanakan sebagian tugas 

dan fungsi pelayanan publik yang tidak mampu ditangani/dikelola oleh 

pemerintah. Pelaksana pelayanan kesehatan yang dimaksud pada penelitian ini 

adalah pihak rumah sakit Madising Bungi yang memberikan pelayanan 
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kesehatan kepada masyarakat. Sebagai pihak pelaksana pelayanan memiliki 

tugas-tugas untuk melakukan komunikasi baik secara langsung maupun tidak 

langsung dengan masyarakat. Melalui wawancara yang dilakukan, diperoleh 

bahwa: 

 

“Terkadang juga pihak rumah sakit melakukan penyuluhan ke pasien. Bentuk 

penyuluhannya itu seperti demonstrasi bagaimana cara mencuci tangan secara 

langsung dan biasanya bekerjasama dengan kampus atau bagian promosi 

kesehatan rumah sakit jadi ada bagian tersendirinya. Biasanya bekerja sama 

dengan rumah sakit atau mereka melakukan sendiri. Jadi biasanya mereka itu 

ada jadwal di poli atau di bagian lain. Terkadang juga dari dokter memberikan 

edukasi ke pasien. Terkadang juga langsung komunikasi ke pasien baik secara 

langsung maupun online, jadi seperti survey kepuasan pasien.”
67

 

Bentuk komunikasi layanan yang dimaksudkan melalui wawancara tersebut 

adalah dilakukannya penyuluhan oleh pihak rumah sakit kepada pihak masyarakat. 

Penyuluhan yang sering dilakukan dimasa pandemic covid 19 adalah mengenai 

pentingnya cuci tangan, memakai masker serta menjaga jarak. Selain itu, melalui 

wawancara tersebut diperoleh bahwa komunikasi langsung seperti edukasi yang 

diberikan secara langsung kepada pasien. Komunikasi tidak langsung juga dilakukan 

melalui survey kepuasaan pasien. Pola pelayan publik dapat dibedakan dalam 5 

macam, yaitu: 
68

 

1. Pola pelayanan teknik fungsional Yaitu pola pelayanan masyarakat yang 

diberikan oleh satu instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan 

kewenangannya. 
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2. Pola pelayanan satu pintu Merupakan pola pelayanan masyarakat yang 

diberikan secara tunggal oleh satu instansi pemerintah berdasarkan 

pelimpahan wewenang dari intansi pemerintah terkait lainnya. 

3. Pola pelayanan satu atap Yaitu pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu 

pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-

masing  

4. Pola pelayanan terpusat Merupakan pola pelayanan masyarakat yang 

dilakukan oleh satu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator 

terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang 

pelayanan masyarakat yang bersangkutan. 

5. Pola pelayanan elektronik Adalah pola pelayanan yang menggunakan 

teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi 

pemberian layanandan bersifat online sehingga dapat menyesuaikan diri 

dengan keinginan dan kapasitas pelanggan. 

 

B. Peran Rumah Sakit Madising Bungi Dalam Meningkatkan Layanan Publik 

Di Masa Pandemic Covid-19 

Rumah sakit Madising Bungi memiliki peran dalam upaya peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat khususnya pada situasi covid-19. Kualitas pelayanan 

untuk pasien diuraikan menjadai beberapa aspek pelayanan yaitu: penampila 

keprofesian atau aspek klinis yang merupakan pengetahuan yang menyangkut dalam 

sikap serta perilaku dari dokter, perawat, serta tenaga profesional lainnya. Aspek 

kedua yaitu aspek keselamatan pasien yang dimaksudkan untuk mencegah hal-hal 

yang tidak diinginkan seperti terjadinya cedera akibat perawatan medis dan kesalahan 

pengobatan melalui sistem assessment resiko, identifikasi dan pengelolaah faktor 
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resiko, pelaporan  dan analisis insiden serta peningkatan keamanan obat yang perlu 

diwaspadai, dan pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. 

1. Peningkatan Layanan Pemeriksaan Kesehatan 

Upaya pewujudan  peningkatan pelayanan dari pihak rumah sakit dimasa 

pandemi, dilakukan melalui pelaksanaan program kerja sebagaimana yang diperoleh 

melalui wawancara dengan pihak rumah sakit: 

“Jadi program kerjanya yah seperti pemberian edukasi ke masyarakat seperti 

pakai masker ataupun cuci tangan. Jadi yang paling sering dilakukan adalah 

kedua hal ini dan juga dengan membatasi pengunjung pasien disini. Jadi 

sebenarnya kami ingin tidak ada kunjungan pasien selama covid, hanya saja pada 

kenyataannya susah untuk diterapkan. Dan juga kalau ada yang kasus reaktif 

disini, biasanya dirujuk ke Rumah sakit umum.”
69

 

Melalui wawancara tersebut diperoleh bahwa pelaksanaan program kerja 

dilakukan sebagai upaya untuk pemenuhan peningkatan pelayanan kesehatan ke 

masyarakat. Program kerja seperti melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai 

pentingnya mencuci tangan dan memakai masker dianggap sebagai hal yang penting 

untuk dilakukan. Hal ini mengingat bahwa semakin meningkatnya kasus covid-19 

dan sebagai upaya dalam penyebarannya.Selain penyuluhan-penyuluhan yang 

dilakukan, juga dilakukan pembatasan dalam pengujungan pasien yang dirawat inap. 

Hal ini dilakukan sebagai upaya dari pihak rumah sakit untuk menekan angka 

penyebaran covid-19. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat menjadi hal yang 

sangat penting serta mendapatkan respon positif dari masyarakat. Hal ini 

sebagaimana hasil wawancara penulis dengan masyarakat sekitar: 
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“Iya biasanya memang ada penyuluhan dari pihak-pihak rumah sakit, kadang 

juga dari puskesmas. Biasanya penyuluhan tentang pentingnya menjaga 

kesehatan, menjaga kebersihan, tapi sekarang lebih sering diadakan 

penyuluhan tentang menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. 

Kalau saya pribadi, sangat bagus dilakukan penyuluhan seperti itu. Apalagi 

pihak rumah sakit atau puskesmas yang langsung turun untuk beri penjelasan 

kemasyarakat.”
70

 

Melalui wawancara tersebut diperoleh respon positif dari masyarakat tentang 

penyuluhhan yang dilakukan dari pihak rumah sakit. Penyuluhan-penyuluhan yang 

dimaksudkan sebagai upaya agar masyarakat lebih menjaga kesehatannya. Selain itu, 

respon dari masyarakat lainnya juga diperoleh: 

“Biasanya memang ada penyuluhan dari pihak rumah sakit,  bahkan sering 

dilakukan. Apalagi mengingat kalau sekarang lagi ada covid-19 hadi 

masyarakat lebih butuh namanya edukasi baik secara langsung maupun tidak 

langsung.”
71

 

Kebutuhan masyarakat akan edukasi mengenai covid-19 serta untuk menjaga 

kesehatan menjadi hal-hal yang menyebabkan diperlukannya edukasi kepada 

masyarakat oleh pihak rumah sakit. 

Rumah Sakit Madising Bungi sebagai pelaksana pelayanan semaksimal 

mungkin mengatur dan merencanankan program secara matang agar proses pelayanan 

akan menghasilkan struktur pelayanan yang mudah, cepat, tidak berbelit-belit dan 

mudah dipahami masyarakat. 

2. Peningkatan Layanan Administrasi 
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Karyawan yang baik dapat memberikan rasa nyaman terhadap pasien 

sehingga menimbulkan rasa senang, puas dan merasa aman pada saat diberikan 

pelayanan. Akan tetapi, pelayanan yang berkualitas bukan hanya mengantar atau 

melayani melainkan juga mengerti, memahami dan merasakan dengan demikian 

pelayanan akan sampai ke hati pasien. 

Pelayanan layanan administrasi dengan mengikiti perkembangan teknologi 

serta mengutamakan kenyamanan masyarakat sangat diperlukan. Penerapan 

pelayanan public yang berbasis digital harus diaplikasikan untuk kenyamanan 

masyarakat di era Covid-19 ini. Penerapan pelayanan public yang berbasis digital 

seharusnya diaplikasikan sedini mungkin. Pemanfaatan teknologi digital dengan 

didukung infrastruktur dan sumber  daya manusia yang handal dirasa dapat 

menjembatani akses pelayanan publik ditengah pandemik. Melalui wawancara yang 

dilakukan, diperoleh bahwa: 

Mengingat sekarang dimasa covi-19 kami mengupayakan untuk memberikan 

pelayanan adminitrasi sebaik mungkin. Kemudahan-kemudahan pelayanan 

adminitrasi sebagai bentuk agar nantinya masyarakat tidak merasa dipersulit 

ketika melakukan pengurusan berkas-berkas seperti surat keterangan  

berbadan sehat, bebad narkoba serta surat-surat kesehatan lainnya yang 

diperlukan dimasyarakat
72

 

Bentuk komunikasi layanan yang dimaksudkan melalui wawancara tersebut 

adalah dilakukannya penyuluhan oleh pihak rumah sakit kepada pihak masyarakat. 

Penyuluhan yang sering dilakukan dimasa pandemic covid 19 adalah mengenai 

pentingnya cuci tangan, memakai masker serta menjaga jarak. Selain itu, melalui 

wawancara tersebut diperoleh bahwa komunikasi langsung seperti edukasi yang 
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diberikan secara langsung kepada pasien. Komunikasi tidak langsung juga dilakukan 

melalui survey kepuasaan pasien. 

Upaya untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang memposisikan diri 

sebagai fasilitator bukanlah pekerjaan yang mudah terutama dimasa pandemik Covid 

19, namun upaya untuk mewujudkan cita-cita tersebut tetap harus diupayakan demi 

memberikan pelayanan yang baik kepada publik sebagaimana diamanatkan dalam 

Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa pelayanan 

publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan 

penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. Pandemi Covid-19 saat ini berdampak ke berbagai 

sektor, mulai dari  ekonomi, pariwisata, transportasi, hingga pelayanan public. 

Rumah sakit Madising Bungi dalam pelayanan selalu menekankan penerapan 

3S (Senyum, Sapa dan Salam) sebelum memberikan pelayanan. Selain itu, dalam 

pengelolaan sumber daya manusia yang ada pada Rumah sakit Madising Bungi 

dengan memberikan tugas masing-masing perawat sesuai dengan kompertensi 

maupun kemampuan yang dimiliki. 

Pada dasarnya penyelenggaraan pelayanan publik ini dilaksanakan oleh 

penyelnggara Nagara/pemerintah, lembaga independen yang dibentuk pemerintah, 

penyelenggara perekonomian dan pembangunan, badan usaha/badan hukum yang 

diberi wewenang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik. Dan 

masyarakat umum atau swasta yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi 

pelayanan publik yang tidak mampu ditangani/dikelola oleh pemerintah. Pelaksana 
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pelayanan kesehatan yang dimaksud pada penelitian ini adalah pihak rumah sakit 

Madising Bungi yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sebagai 

pihak pelaksana pelayanan memiliki tugas-tugas untuk melakukan komunikasi baik 

secara langsung maupun tidak langsung dengan masyarakat.  

Peningkatan pelayanan kesehatan dari pihak rumah sakit madising Bungi 

bukan hanya berfokus pada bentuk penyuluhan tetapi juga pada pelayanan kesehatan 

yang diterapkan di rumah sakit. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada 

masyarakat harus memenuhi kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun 

sebagai kelompok terpnuhi. Karena itu dituntut dari pihak rumah sakit untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Terdapat beberapa indikator 

kualitas pelayanan yaitu:
73

 

1) Kenampakan fisik (tangible) mencakup fasilitas operasional yang diberikan 

apakah telah sesuai dengan kebutuhan alam pelaksanaan tugas. Melalui hasil 

wawancara yang diperoleh mengenai bentuk-bentuk pelayanan yang ada di rumah 

Sakit Madising Bungi, yaitu: 

“Jadi bentuk pelayanannya itu seperti rawat inap, rawat jalan, lab biologi, 

Kamar bersalin, UGD, pelayanan gizi dan banyak lainnya. Jadi kalau dari 

bagian depan itu seperti ruang informasi, poli, ada radiologi. Jadi kalau 

dirumah sakit seperti itu bentuk pelayanan kesehatannya.
74

  

Melalui wawancara tersebut dijabarkan oleh pihak rumah sakit 

mengenai bentuk pelayanan yang dilakukan. Bentuk pelayanan seperti rawat 
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inap, rawat jalan, lab biologi, Kamar bersalin, UGD, pelayanan gizi, ruang 

informasi, poli, radiologi, dan lainnya. 

2) Reliabilitas (reliability) mencakup sejauh mana informasi yang diberikan kepada 

klien tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk-bentuk informasi yang 

diberikan kepada masyarakat khususnya mengenai pentingnya pakai masker serta 

mencuci tangan dimasa pandemic ini telah dilakukan oleh pihak rumah sakit 

sebagaimaana hasil wawancara dengan penulis: 

“strategi komunikasi yang dilakukan seperti banyaknya poster-poster yang 

terpasang. Seperti poster untuk mengajak pakai masker, jadi disini setiap 

wastafel itu ada cara untuk mencuci tangan yang baik dan benar. Kalau 

pemberitahuan untuk memakai masker itu ada ditempelkan disetiap pintu. Jadi 

komunikasnya lebh kearah poster”.
75

 

Pemasangan poster-poster di rumah sakit dimaksudkan untuk 

menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memakai masker 

dan mencuci tangan terlebih dimasa pandemic.  Selain komunikasi secara  

tidak langsung yang dilakukan oleh pihak rumah sakit juga dilakukan 

komunikasi secara langsung seperti edukasi dari dokter. 

3) Responsivitas (Responsiveness) yakni daya tanggap provider atau penyedia 

layanan dalam menanggapi komplain klien. Bentuk daya tanggap yang dilakukan 

oleh pihak rumah sakit Madising Bungi dilakukan dengan memperhatikan setiap 

survey kepuasan pasien. Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis dengan 

pihak rumah sakit: 
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“Terkadang juga langsung komunikasi ke pasien baik secara langsung 

maupun online, jadi seperti survey kepuasan pasien”
76

 

Melalui program survey kepuasan pasien terhadap pelayanan yang 

diberikan menjadi  bentuk daya tanggap dari pihak rumah sakit. Hasil-hasil 

yang diperoleh dari survey kepuasan pasien baik secara offline maupun online 

nantinya menjadi hal yang dipertimbangkan dalam pemberian pelayanan 

kepada masyarakat untuk kedepannya. 

4) Kompetensi (Competence) meliputi bagaimana kemampuan petugas dalam 

melayani klien, apakah ada pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pegawai 

sesuai perkembangan tugas. Kompetensi atau kemampuan dari petugas dalam 

pemberian pelayanan juga harus dipertimbangkan dalam peningkatan pelayanan.  

5) Kesopanan (cortesy) yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada 

klien. 

6) Kredibilitas (Crediblity) meliputi reputasi kantor, biaya yang dibayarkan dan  

7) Akses (Access) meliputi kemudahan informasi, murah dan mudah menghubungi 

petugas, kemudahan mencapai lokasi kantor, kemudahan dalam prosedur. 

8) Komunikasi (Communication) meliputi bagaimana petugas menjelaskan prosedur, 

apakah klien segera mendapatkan respons jika terjadi kesalahan, apakah komplain 

dijawab dengan segera, apakah ada feedback 

9) Pengertian (Understanding the customer) melipti pertanggungjawaban terhadap 

publik, mekanisme pertanggungjawaban kepada publik, apa saja yang 
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dipertanggungjawabkan kepada publik, bagaimana keterlibatan kelompok 

kepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan.
77

 

Komunikator adalah orang/pihak yang bertindak sebagai pengirim/penyampai 

pesan dalam proses komunikasi. Dengan kata lain, komunikator merupakan seseorang 

atau sekelompok orang yang berinisiatif untuk menjadi sumber pesan dalam sebuah 

proses komunikasi. Seorang komunikator tidak hanya berperan dalam menyampaikan 

pesan kepada penerima, namun juga memberikan respons dan tanggapan, serta 

menjawab pertanyaan dan masukan yang disampaikan oleh penerima, dan publik 

yang terkena dampak dari proses komunikasi yang berlangsung, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

Pihak rumah sakit Madising Bungi juga berperan sebagai komunikator dalam 

pemberian pelayanan kesehatan agar dapat sampai ke masyarakat. Dalam komunikasi 

pelayanan publik, sudah seharusnya aparatur bertindak dan berperan sebagai 

komunikator publik yang empatik. Dengan demikian diharapkan kesan sebagai 

“pemerintah” pada saat berhadapan dengan publik, tidak nampak. Karena aparatur 

berfungsi sebagai komunikator yang empatik, maka aparatur merupakan sumber, 

pengirim, atau pihak yang mengambil prakarsa untuk berkomunikasi dengan 

publik/masyarakat. Aparaturlah yang menetapkan peranan dari seluruh unsur proses 

komunikasi pelayanan publik, dengan demikian aparatur harus mampu 

mengembangkan diri sebagai penyebar pesan, memanipulasi pesan, memilih media, 

menganalisis audiens/publik agar pesan-pesan yang disampaikan dapat 

mempengaruhi warga masyarakat/publik, dan pada akhirnya warga negara merasakan 
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betul-betul diperlakukan sebagai warga negara, bukan pelanggan bukan pula sebagai 

klien. Berbagai keluhan atas pelayanan yang diberikan oleh aparatur selama ini, 

dipengaruhi oleh banyak faktor dan indikator. Satu di antaranya adalah faktor kualitas 

aparatur. Kualitas aparatur bisa dilihat dari tingkat pendidikan formal, pendidikan non 

formal, pengalaman, dan juga berbagai bentuk pelatihan yang diikuti. Pola pelayan 

publik dapat dibedakan dalam 5 macam, yaitu: 
78

 

1. Pola pelayanan teknik fungsional Yaitu pola pelayanan masyarakat yang 

diberikan oleh satu instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan 

kewenangannya. 

2. Pola pelayanan satu pintu Merupakan pola pelayanan masyarakat yang 

diberikan secara tunggal oleh satu instansi pemerintah berdasarkan 

pelimpahan wewenang dari intansi pemerintah terkait lainnya. 

3. Pola pelayanan satu atap Yaitu pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu 

pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-

masing  

4. Pola pelayanan terpusat Merupakan pola pelayanan masyarakat yang 

dilakukan oleh satu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator 

terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang 

pelayanan masyarakat yang bersangkutan. 

5. Pola pelayanan elektronik Adalah pola pelayanan yang menggunakan 

teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi 

pemberian layanandan bersifat online sehingga dapat menyesuaikan diri 

dengan keinginan dan kapasitas pelanggan. 
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C. PEMBAHASAN 

Pada bagian ini ajan dijelaskan pembahasan dari hasil penelitian yang 

merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya dari 

hasil penelitian tersebut sehingga penulis dapat menjawab dan menjelaskan masalah-

masalah yang diangkat yaitu mengenai bentuk pelayanan serta peran rumah sakit 

dalam peningkatan pelayanan di masa covid-19.  

1. Bentuk Layanan Yang Dilakukan Rumah Sakit Madising Bungi  

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya sehingga bentuk 

layanan yang dilakukan rumah sakit madising Bungi dalam penelitian ini tidak hanya 

berfokus pada pelayanan kesehatan secara umum tetapi juga dalam hal pelayanan 

administrasi. Bentuk pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit bukan hanya 

dalam bentuk kesehatan tetapi juga pelayanan administrasi seperti pengurusan surat-

surat kesehatan yang juga banyak dibutuhkan oleh masyarakat. 

Bentuk pelayanan pembuatan surat berbadan sehat yang memiliki prosedur 

yang berbeda dengan pelayanan pemeriksaan kesehatan. Prosedur atau tata cara yang 

dilakukan dimulai dengan mengarahkan ke bagian loket kemudian dilakukan 

pemeriksaan hal-hal tertentu seperti tensi, berat badan, dan dilanjutkan dengan 

pengeluaran surat yang diurus oleh bagian administrasi rumah sakit. Pelayanan 

kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnose pengobatan, keperawatan, 

rehabilitasi, dan medic. Layanan rawat inap di Rumah Sakit Madising Bungi 

memiliki 2 (dua) ruangan sebagai tempat pelaksanaan pelayanan administrasi pasien 

rawat inap dan 1 (satu) tempat Nurse Station . mempunyai 10 kamar yang terbagi 

menjadi 3 kelas yaitu I, kelas II dan Kelas III dengan 38 tempat tidur yang tersebar di 
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:  Teratai 01/kelas III (5 tempat tidur), Teratai 09/kelas II (4 tempat tidur), Teratai 

07/kelas II (4 tempat tidur), Teratai 08/Kelas I (2 tempat tidur), Teratai 09/kelas I: (2 

tempat tidur), dan Teratai 09/kelas I: (2 tempat tidur). 

Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) di RS Madising Bungi dibuka 24 jam 

sehari yang memiliki fungsi secara umum sebagai pintu pertama pada setiap 

kunjungan ke gawat daruratan pasien yang masuk rumah sakit. Unit ini dilengkapi 

dengan beberapa ruangan diantaranya ruangan periksa (triase), ruang tindakan, dan 

ruang observasi. 

UGD maternal dan kamar bersalin memberikan pelayanan 24 jam sehari. 

UGD maternal merupakan ruang pertama untuk kasus Obstetri dan Ginekologi, 

khusus untuk pasien yang akan bersalin, mendapatkan pelayanan persalinan dikamar 

bersalin dan selanjutnya ditransfer keruang perawatan setelah proses persalunan 

selesai. Untuk kasus obstetric dan ginekolo lainnya bila membutuhkan perawatan 

lebih lanjut, ditransfer keruang perawatan setelah mendapatkan penanganan. UGD 

Maternal dan Kamar bersalin di RS Madising Bungi terdiri dari 4 (empat) tempat 

tidur untuk pelayanan persalinan bagi ibu hamil. Sejumlah 5 tempat tidur bayi yang 

dilengkapi dengan 4 incubator touch screen memungkinan sang bayi mendapatkan 

perawatan  yang maksimal di RS Madising Bungi. 

Pelayanan penunjang medic diantaranya Unit Laboraturium Klinik, Unit 

farmasi, radiologi, laundry, gizi, dan pelayanan ambulance juga tersedia. Selain itu, 

RS Madising Bungi juga dilengkapi dengan sarana ibadah mushollah.  
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Proses pelayanan merupakan serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan 

kepada pasien oleh perawat pada unit rawat inap yang berlangsung secara rutin dan 

berkesinambungan, proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivita keperawatan. 

Rumah sakit Madising Buungi memiliki tugas pokok dalam pelayanan kesehatan 

tingkat pertama dan pelayanan medis dasar. Adapun pelayanan kesehatan yang 

dimaksud tersebut adalah melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan 

berhasil guna dengan mengutamakan upaya kuratif dan rehabilitative yang 

dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya promotif dan preventif serta 

melaksanakan rujukan. 

Sedangkan fungsi dari Rumah sakit Madising Bungi adalah 

menyelenggarakan: pelayanan medic, pelayanan penunjang medic dan nn medic, 

pelayanan asuhan keperawatan termasuk kebidanan, pelayanan  rujukan, pelayanan 

administrasi dan keuangan, serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. 

Unsur-unsur penting dalam pelayanan publik, (1) organisasi pemberi layanan 

yaitu Pemerintah Daerah, (2) penerima layanan (pelanggan) yaitu masyarakat atau 

organisasi yang berkepentingan dengan pemberi layanan, (3) kepuasan yang 

diberikan dan diterima oleh pelanggan. Pengelolaan pengaduan yang dimiliki oleh 

Rumah sakit Madising melalui : 

1. Melalui kotak saran dan keluhan 

2. Melalui Hotline center pengaduan: 08114115413 

3. Melalui whasApp : 08114115413 

4. Melalui pengaduan langsung ke kantor layanan pengaduan 

5. Melalui email : rsudmadising@gmail.com 
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6. Melalui website : rsudmadising.pinrang.go.id 

Islam sebagai suatu agama merupakan sistem akidah, syariah, dan akhlak. 

Nilai-nilai Islam antara lain adalah persamaan derajat manusia, semangat 

persaudaraan, tanggung jawab, orientasi pada kebaikan, keadilan, kejujuran, amanah, 

pengabdian/ibadah, keikhlasan, kebersihan, mendahulukan melaksanakan kewajiban, 

memberikan pertolongan, berakhlak mulia, prinsip toleransi, musyawarah dan 

kedamaian.
79

 

Jauh sebelumnya, Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia 

(buka saja untuk umat Islam) untuk senantiasa memberikan pelayanan yang 

berkualitas sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Al-Baqarah/02: 267 

يَ ٱلْْسَْضِ ۖ وَلََ  ا أخَْشَجٌَْا لكَُن هِّ تِ هَا كَسَبْتنُْ وَهِوَّ ٰـ أيَُّهَا ٱلَّزِييَ ءَاهٌَىُا۟ أًَفِقىُا۟ هِي طَيِّبَ ٰـ وُىا۟ ٱلْخَبِيثَ يَ  تيَوََّ

ٌْهُ تٌُفِقىُىَ وَلسَْتنُ بـِاخِزِيهِ إلََِّ أىَ تغُْوِضُىا۟ فِيهِ ۚ وَٱعْلوَُىا۟ أىََّ  َ غٌَِىٌّ حَوِيذٌ  هِ ٱللََّّ  

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari 

hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari 

bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu 

menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 

melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa 

Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”
80

 

Apabila kita tarik ke ranah pelayanan, maka ayat tersebut dapt bermakna 

bahwa para petugas pelayanan, hendaknya melyani dan memperlakukan seseorang 

dengan baik sebagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri. Penerapan ayat ini juga 

diperlukan dalam menjalankan pelayanan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. 
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Pelayanan yang baik kepada masyarakat sangatlah diperlukan untuk keberlangsungan 

kehidupan. Pelayan pada rumah sakit tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan 

saja tetapi juga pada pelayanan administrasi seperti pengurusan surat-surat kesehatan. 

 Pemberian pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat adaalah 

amanah yang harus dijalankan oleh pihak rumah sakit. Amanah adalah asas keimanan 

dan merupakan sendi utama interaksi. Meninggalkan amanah adalah khianat. Nabi 

Muhammad SAW bersabda yang artinya tidak ada iman bagi yang tidak memiliki 

amanah, dan tidak ada agama bagi yang tidak menepati janji. Demikian pula, Allah 

memerintahkan untuk menetapkan hukumdiantara manusia dengan adil sesuai dengan 

apa yang diajarkan Allah SWT., tidak memihak kecuali kepada kebenaran dan tidak 

pula menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar, tidak menganiaya sekalipun 

musuh dan tidak pula memihak meskipun teman. Menunaikan amanah dan berlaku 

adil dalammenetapkan hukum harus dilaksanakan tanpa membedakan agama, 

keturunan atau ras.
81

  

Tolak ukur kualitas pelayanan dalam Islam disebut dengan standarisasi 

syariah. hal inilah yang dikatakan sebagai standar penilaian. Sebagaimana yang telah 

dijabarkan dalam Q.S Al-Maidah/05:1 

 

ًْتنُْ  يٰايَُّهَا الَّزِيْيَ اٰهٌَىُْا اوَْفىُْا بِالْعقُىُْدِۗ احُِلَّتْ لكَُنًْۢ بهَِيْوَةُ  يْذِ وَاَ ًْعاَمِ الََِّ هَا يتُلْٰى عَلَيْكُنْ غَيْشَ هُحِلِيّ الصَّ الََْ

َ يحَْكُنُ هَا يشُِيْذ   حُشُمٌۗ اِىَّ اللّٰه

 

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, dihalalkan bagimu 

hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) 

dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram 

(haji/umroh). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia 

kehendaki.”
82

 

                                                           
81

 Abd.Halim Talli, Asas-asas peradilan dalam risalah Al-Qada kritik terhadap beberapa asas 

peradilan di Indonesia (Yogyakarta:UII Press, 2014), h. 2 
82

 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 89. 



80 

 

Maksud pemberian pelayanan melalui ayat tersebut sebagai sebuah daya 

tanggap serta upaya menepati janji atau komitmen yang harus dimiliki oleh pelayan 

publik. Pemberian pelayanan yang profesional juga dijelaskan dalam Q.S Al-

Insyirah/:7 

 

 فَئرِاَ فشََغْتَ فَٲًصَبْ 

    
“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 

sungguh-sungguh (urusan) yang lain.” 

Pemberian pelayanan harus dilakukan semaksimal mungkin agar masyarakat 

tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh hak kesehatan mereka. Kemudahan 

pelayanan tidak hanya difokuskan pada pelayanan pemeriksaan kesehatan tetapi juga 

kemudahan dalam pengurusan surat-surat kesehatan yang juga diperlukan 

dimasyarakat. 

 

2. Peran Rumah Sakit Madising Bungi Dalam Meningkatkan Layanan Publik Di 

Masa Pandemic Covid-19  

Peningkatan pelayanan di masa pandemic covid-19 Rumah sakit Madising 

Bungi memiliki peran dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat 

khususnya pada situasi covid-19. Kualitas pelayanan untuk pasien diuraikan menjadai 

beberapa aspek pelayanan yaitu: penampilan keprofesian atau aspek klinis yang 

merupakan pengetahuan yang menyangkut dalam sikap serta perilaku dari dokter, 

perawat, serta tenaga profesional lainnya. Aspek kedua yaitu aspek keselamatan 

pasien yang dimaksudkan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti 

terjadinya cedera akibat perawatan medis dan kesalahan pengobatan melalui sistem 
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assessment resiko, identifikasi dan pengelolaah faktor resiko, pelaporan  dan analisis 

insiden serta peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, dan pengurangan 

resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. System pelayanan online pun ditingkatkan 

demi kepuasan masyarakat.Namun beberapa instansi memiliki kendala dalam 

menggunakan pelayanan online tersebut seperti belum tersedianya sarana dan 

prasarana yang mendukung dan SDM yang belum mumpuni untuk mengakses 

pelayanan secara online.Kebijakan new normaldengan penerapan protokol kesehatan 

tentunya membuat akses pelayanan publik kepada masyarakat menjadi terbatas. Hal 

tersebut dapat dijadikan upaya bagipenyelenggara pelayanan publik untuk 

memaksimalkan pelayanan publik dengan beralih ke system online. Upaya peralihan 

ini tentunya mesti dibarengi dengan memberi edukasi atau pemahaman serta 

sosialisasi secara massif kepada seluruh elemen masyarakat yang akan mengakses 

layanan publik di tengah tatanan kehidupan baru atau new normal tidak terganggu. 

Meskipun ditengah merebaknya virus Corona, pelayanan publik harus tetap 

berjalan. Kini pemerintah telah bersiap menjalani kenormalan baru atau new normal 

dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 seperti menyediakan 

tempat cuci tangan, hand sanitizer dan penggunaan masker, social distancing, 

physicaldistancing.Selama pandemi Covid 19 pelayanan publik berbeda dari biasanya 

dimana segala kegiatan pelayanan dilakukan lebih banyak dengan online.  

Rumah sakit Madising Bungi dalam pelayanan selalu menekankan penerapan 

3S (Senyum, Sapa dan Salam) sebelum memberikan pelayanan. Selain itu, dalam 

pengelolaan sumber daya manusia yang ada pada Rumah sakit Madising Bungi 

dengan memberikan tugas masing-masing perawat sesuai dengan kompertensi 

maupun kemampuan yang dimiliki 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan tugas dan 

tanggungjawab yang dimiliki oleh pihak rumah sakit kepada masyarakat 

khususnya pada bagian kesehatan. Terdapat beberapa bentuk pelayanan 

kesehatan yang diberikan oleh pihak rumah sakit. Berbagai macam bentuk 

pelayanan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu 

pelayanan pemeriksaan kesehatan dan juga pelayanan administrasi. 

2. Peran rumah sakit madising Bungi daam peningkatan layanan publik di masa 

pandemic covid-19 sepertilayanan pemeriksaan kesehatan dan layanan 

administrasi. Pelayan oleh pihak rumah sakit tidak hanya berfokus dalam 

pelayanan pemeriksaan kesehatan tetapi juga dalam pelayanan administrasi yang 

juga diperlukan oleh masyarakat. Upaya yang dilakukan dari pihak rumah sakit 

Madising Bungi dilakukan dengan dua cara baik secara offline seperti 

penyuluhan dan pelayanan secara langsung maupun dilakukan secara offline 

dengan penggunaan survey kepuasan pasien.  
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B. Saran 

Berdasarkan pada hasil penelitian serta kesimpulan yang dipaparkan oleh 

penulis maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Penulis berharap agar tulisan ini nantinya akan menjadi bahan pembelajaran 

tambahan mengenai peningkata pelayanan kesehatan khsusnya dimasa 

pandemi. 

2. Kepada pihak rumah sakit agar terus memberikan pelayanan semaksimal 

mungkin kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan pelayanan kesehatan yang 

baik dan benar merupakan hak bagi masyarakat. 
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PERTANYAAN UNTUK PIHAK RUMAH SAKIT 

1. Bagaimana strategi komunikasi rumah sakit madising bungi dalam 

meningkatkan   kepuasaan masyarakat pada masa pandemi covid 19 ? 

2. Apa saja program kerja atau kegiatan rumah sakit pada masa pandemi covid 19 

3. Apa saja kendala yang dialami rumah sakit dalam menjalankan program kerja 

pada masa pandemi covid 19 ? 

4. Bagaimana bentuk prosedur pelayanan yang dilakukan pihak rumah sakit 

madising bungi ? 

5. Pelayanan kesehatan apa saja yang diberikan oleh pihak rumah sakit madising 

bungi kepada masyarakat ? 
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PERTANYAAN UNTUK MASYARAKAT 

1. Bagaimana bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit ? 

2. Bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit? 

3. Apakah pelayanan yang diberikan seperti sebelum adanya pandemic covid? 

4. Apakah bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan pada masa pandemic tidak 

merepotkan anda? 

5. Menurut anda, hal apa yang harus ditingkatkan oleh pihak rumah sakit untuk  

pelayanan kesehatan? 
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